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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB-LATIN)

Berdasar Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi

Arab - Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda

sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

HURUF
NAMA HURUF LATIN NAMA
ARAB
i Alif | Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

" Ba b be

< Ta t te

o Sa s te (dengan titik di bawah)
z Ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha kh ka dan ha
3 dal d de
3 Zal z zet (dengan titik di atas)
B Ra r er
3 Zai z zet

o Sin s es

o syin sy es dan ye

e shad sh es (dengan titik di bawah)

—




Ua dhad dh de (dengan titik di bawah)
b Tha th te (dengan titik di bawah)
BEY Zha z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain J. koma terbalik (di atas)

¢ ghain g ge

Xt Fa f ef

- Qaf q ki

4 Kaf k ka

J Lam 1 el

P Mim m em

O nun n en

P wau w we

° Ha h ha

¢ hamzah c. apostrof

¢ Ya y ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
———— Fathah a a
s Kasrah i :
c———n Dhamah u m

Xi




Ue dhad dh de (dengan titik di bawah)
b Tha th te (dengan titik di bawah)
%) Zha z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain c. koma terbalik (di atas)

d ghain g ge

) Fa f ef

o Qaf q ki

] Kaf k ka

d Lam 1 el

? Mim m em

) nun n en

3 wau w we

° Ha h ha

. hamzah J. apostrof

¢ Ya y ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
——— Fathah a a
R Kasrah i ]
mnem Dhamah u "
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Contoh :

<8 ditulis kataba
S5 ditulis zukira
oy ditulis yazhabu
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf Nama Hubungan Huruf Nama
(§mmnmmn Fathah dan ya Ai adani
grmmzemn Fathah dan wau Au adanu
Contoh:
@& Di tukis kaifa ds  ditulis haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf dan
Nama Nama
huruf tanda
- Fathah dan alif atau ya a a dan digaris di
atas
pp— Kasrah dan ya T i dan digaris di
atas
— Dammah dan wau i u dan digaris di
atas
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Contoh:
Ja Ditulis gala Ji  ditulis gila
g Ditulis rama Js&  ditulis yaqilu

4. Ta Marbutah

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah,
yang transeliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati
Ta marbutah mati mendapat harakat sukun, traanseliterasinya adalah /h/
contoh 43 ditulis mut ‘ah .

c. Kalau pada suatu kata yang terakhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah itu ditranseliterasikan dengan ha (h).

Contoh :
Al Ditulis Thalhah
5 gl ALl Ditulis al-Madinah al-Munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau fasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
tanda tasydid, dalam transliterasi ini dalam tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu.
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Contoh:

&, Ditulis rabbana

P l@mlis nazzala

rulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
_dakan menjadi dua, yaitu:
.o huruf syamsiyah
.. sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranseliterasikan sesuai
dengan bunyinya. yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
Contoh:
U5 Ditulis ar-rajulu
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah ditranseliterasi sesuai dengan
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari
kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.
Contoh:

#lf Ditulis al-galamu
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7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan
aprostof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan , karena
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
a. Hamzah di awal
&al Ditulis umirtu
b. Hamzah di tengah
0 Ditulis ta khuzina
c. Hamzah di akhir

iq5 Ditulis syai’un

. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa
per kata dan bisa juga dirangkai. Namun Penulis memilih penulisan kata ini
dengan dipisah.

Contoh:

333,80 o'y 2)  itulis asy-syuriit al-fasidah

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD
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PENDAHULUAN b By \!
L ne ol

A. Latar Belakang Masalah

Aristoteles, seorang filosof Yunani terkemuka mengatakan bahwa
manusia itu adalah zoon politicon, yaitu selalu mencari manusia lainnya
untuk hidup bersama membentuk institusi keluarga.! Sudah menjadi kodrat
alam bahwa adanya saling menarik satu sama lain menjadi faktor pendorong
untuk hidup bersama, baik dengan keinginan untuk meneruskan keturunan

(reproduksi) maupun hanya untuk memenuhi nafsu belaka (rekreasi).?

Sesuai dengan tujuan perkawinan, seperti yang tertuang dalam pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmak™ maka suami isteri
dalam kehidupan rumah tangga harus saling menghormati, setia dan saling
memberi bantuan baik lahir maupun batin agar tercipta keluarga sesuai yang

dimaksud dalam tujuan perkawinan.

Dalam kehidupan rumah tangga istilah harta bersama bukanlah istilah
yang asing lagi. Hampir semua masyarakat Islam tahu tentang istilah tersebut.

Akan tetapi karena tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur’an iaupimy sleh

' Lili Rasjidi,Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesiq (Bandung : P.T

Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 1-3.
2 Khoirudin, Sosiologi Keluarga, Cet I (Yogyakarta : Nurcahaya, 1995), him. 24
* Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : DEPAG RI, 1998), him 14, '
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Muhammad SAW, maka pelaksanaannya lebih lanjut menjadi hak otonom

setiap masyarakat muslim untuk mengaturnya secara “Syura bainahum™

Harta bersama dalam suatu ikatan perkawinan dengan sendirinya akan

menimbulkan aspek akibat hukum, yaitu saling mendapat hak dan
kewajiban.® Hak dan kewajiban itu berjalan seimbang, termasuk dalam
mengelola harta dalam perkawinan, serta melakukan tindakan hukum jika
terdapat unsur kelalaian, penolakan, atau ketidakmampuan dalam

melaksanakan kewajiban.®

Harta bersama dalam perkawinan sering diabaikan keberadaannya
oleh suami isteri, apalagi dalam proses pra nikah. Sebenarnya pembentukan
harta bersama dapat dicegah dengan adanya pemisahan harta perkawinan,

apabila suami-isteri menghendakinya dalam perjanjian perkawinan.

Dalam masyarakat kita, harta bersama memang kurang diperhatikan,
padahal seringkali terjadi permasalahan yang timbul akibat dari harta bersama
ini. Apalagi apabila terjadi perceraian, masalah tersebut sering kali sangat
sulit ditemukan kesepahaman dan menjadi masalah yang berlarut-larut tak
kunjung ada titik temunya, bahkan akibat dari masalah harta bersama itu
timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang penyelesaiannya

meyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Sebenarnya perilaku suami isteri yang mengesampingkan keberadaan

harta bersama sangat disayangkan, karena pada kenyataannya seringkali harta

4 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), him 122-123.
5 Abd. Rahman al-Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2003), him. 10.
S Lihat pasal 77 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam.




S it . Tt = b

Sita jaminan terhadap harta bersama yang diajukan di luar perkara
gugat cerai sekilas akan terlihat rancu, dan tidak mungkin dilakukan
disebabkan persoalan tentang penyitaan terhadap harta bersama biasanya
merupakan bagian dari suatu kasus perceraian. Apalagi setelah adanya Pasal
66 UU No. 1 Tahun 1974 yang seiring dengan diberlakukannya, menegaskan
segala ketentuan yang ada dalam KUHPerdata mengenai perkawinan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan demikian maka segala ketentuan yang ada dalam KUHPerdata

mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang menjadi masalah
sekarang adalah kita dihadapkan pada praktek hukum yang berbeda dengan
apa yang telah digariskan oleh UU No. 1 Tahun 1974. Karena permasalahan
sita jaminan terhadap harta bersama atau yang lebih dikenal dalam peradilan
umum sebagai sita marital ini ternyata tidak terdapat dalam HIR maupun
R.Bg melainkan hanya dijumpai di dalam KUHPerdata (pasal 190) dan Rv
(Pasal 823), oleh karena itulah ternyata dalam praktek peradilan BW dan Ry

itu masih dipakai sampai sekarang untuk memenuhi kekosongan hukum’

Pengadilan sebagai salah satu pelaku dari kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan tentu tidak dapat mengesampingkan keadaan hukum
tersebut, secara tegas hal tersebut telah tertuang dalam pasal 56 ayat (1) UU
No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana disebutkan sebagai

berikut: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan

” Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Cet.6 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
1998), him. 208.




suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang

jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”

Dalam permasalahan sita jaminan terhadap harta bersama, karena
objek sitanya adalah harta bersama tentu dalam prosesnya tidak semudah
bayangan yang berkepentingan, yaitu pihak suami/ istri yang mengajukan sita
tersebut. Apalagi jika menyangkut rasa keadilan, tentu akan menghasilkan

berbagai pendapat yang berbeda.

Penegasan Istilah

Agar lebih mudah dan memfokuskan pembaca dalam memahami dan
menelaah apa yang dimaksud penulis dalam skripsi ini, penulis akan
memberikan pengertian dan batasan-batasan yang dikaji dalam skripsi ini dan
agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis akan menegaskan istilah

yang berdasar pada judul skripsi ini.
1. Sita Jaminan

Sita atau beslag adalah suatu tindakan pengambilalihan hak
seseorang atau suatu pihak tertenfu atas barang-barang tertentu yang
dilakukan oleh pihak pengadilan berdasarkan putusan hakim, yang
umumnya terjadi karena suatu sebab tertentu, misalnya karena pemilik

barang tersebut adalah debitur yang tidak mau melunasi utangnya kepada




krediturnya, atau karena barang tesebut adalah memang milik penggugat

sendiri atau karena sebab lainnya.®

Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat
yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang
piutang atau tuntutan ganti rugi.’

Adapun sita jaminan yang dikehendaki di sini adalah sita jaminan
yang obyeknya adalah harta bersama yang meliputi seluruh harta
perkawinan baik harta yang berada pada pihak suami maupun isteri yang
diajukan sebagai upaya pengamanan harta perkawinan dari kemungkinan

dialihkannya harta tersebut pada pihak ketiga (orang lain).

2. Harta Bersama
Harta bersama pada dasarnya adalah harta yang diperoleh selama
suami isteri diikat dalam suatu ikatan perkawinan'® Adapun harta bawaan
dari masing-masing suami-isteri dan harta yang diperoleh sebagai hadiah
atau warisan tidaklah termasuk dalam harta bersama dan penguasaan harta

itu tetap pada yang memperolehnya.

3. KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu

terjemahan dari Burger. lijk Wetboek (BW) yaitu merupakan sebuah kitab

8 A Ridwan Halim, Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia,

1988), him. 136.
9 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet.3,(Yogyakarta :Pustaka

Pelajar, 2000), him. 76.
19| jhat pasal 119 KUHPerdata, Pasal 35 ayat (1) UU No. Tahun 1974, dan Pasal 1 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam.




undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Belanda yang

memuat 1993 pasal yang merupakan seperangkat peraturan hukum

perdata, yang masih berlaku bagi sebagian penduduk negara Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang
digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-
Qur’an, hadits Nabi, pendapat sahabat dan Tabi’in, maupun pendapat yang

berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam"’

Jadi yang dimaksud hukum Islam dalam judul skripsi ini adalah
semua aturan/ kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang digunakan untuk
mengendalikan masyarakat Islam di Indonesia terutama segala peraturan
yang digunakan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan antara orang yang menganut agama Islam. Dalam skripsi ini
penulis lebih memfokuskan hukum Islam ini pada Kompilasi Hukum

[slam yang dibuat untuk menyeragamkan berbagai pandangan yang

berancka ragam tentang figh Islam yang berasal dari berbagai aliran yang
ada.

Dari uraian penegasan judul di atas maka yang dimaksud dari
keseluruhan judul skripsi ini adalah: suatu penelitian untuk mengetahui

tentang bagaimana sita jaminan terhadap harta bersama itu diterapkan

- —
11 . . PR TP
M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Bisnis Dalam Islam, (Jakarta : PT.Raj .
’ ’ : PT.Raja G
Persada, 2003),him. 575. ja Grafindo



terhadap harta bersama menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum

Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, maka
yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana

aspek keadilan dalam pembagian harta bersama dan sita jaminan terhadap

harta bersama menurut KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua dasar tujuan yaitu untuk mengetahui
keadilan dalam pembagian harta bersama dan untuk mengetahui aspek
keadilan yang terdapat dalam sita jaminan terhadap harta bersama menurut

KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis, untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentan
entang
adanya sita jaminan terhadap harta bersama sebagai cara pemecahan

harta bersama.




b. Secara praktis, memberikan masukan kepada calon pasangan suami istri

agar membuat perjanjian perkawinan sebagai antisipasi apabila

dikemudian hari terjadi perselisihan mengenai harta bersama.

E. Telaah Pustaka

Materi tentang sita jaminan terhadap harta bersama banyak dibahas
dalam buku-buku hukum perdata dan biasanya masuk dalam pembahasan
tentang penyitaan atau dalam bahasan sita jaminan, karena sita jaminan
terhadap harta bersama merupakan bagian dari sita jaminan yang khusus

diterapkan pada persoalan harta bersama.

Sebenarnya masalah sita jaminan terhadap harta bersama memang
masih menjadi perdebatan para pakar hukum. Akan tetapi karena didesak
oleh keadaan hukum yang terjadi pada masyarakat sehingga pengadilan
berkewajiban untuk memeriksa dan memutuskan kasus hukum yang terjadi

dimasyarakat sebagaimana tertuang dalam UU No.3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama.

Menurut Yahya Harahap, sita jaminan terhadap harta bersama
merupakan bagian khusus dari sita jaminan (conservatoir beslag) yang

memang khusus diterapkan atas harta bersama. Oleh karenanya segala
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ketentuan (aturan) yang berlaku terhadap sita jaminan, berlaku sepenuhnya

terhadap sita atas harta bersama'?

Mukti Arto dalam buku Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan
Agama mengemukakan, bahwa sita yang diletakkan atas harta bersama tiada
lain merupakan sita marital yang diatur dalam pasal 78 huruf ¢ UU No. 3
Tahun 2006 jo Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 95 Kompilasi
Hukum Islam. Sita marital ini dapat dimohonkan oleh suami atau isteri dalam
sengketa, perceraian, pembagian harta perkawinan, dan pengamanan terhadap
harta perkawinan. Adapun khusus mengenai tindakan pengamanan terhadap
harta perkawinan dapat diajukan meskipun tanpa dibarengi perceraian.'

Menurut hukum perdata sendiri, sita jaminan terhadap harta bersama
sendiri hanya dapat diajukan oleh isteri untuk mengimbangi kekuasaan atas
suaminya (maritaal). Isteri dalam hukum perdata ini juga disebutkan tidak
cakap dalam bertindak hukum seperti yang diutarakan Sudikno Mertokusumo
dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia. Beliau mengemukakan bahwa
sita jaminan yang diajukan sebagai upaya memisahkan harta bersama hanya
dapat diajukan oleh isteri, karena menurut Burgerlijk Wetboek (BW) seorang
isteri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya
untuk melindungi isteri dari kekuasaan marital suaminya, maka sita marital

disediakan bagi isteri. Adapun barang yang dapat disita adalah barang

12 ) Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No

7 Tahun 1989), Ed. 2,Cet. 2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), him. 260,

13 Mukti Arto, Op. Cit., him. 81.
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bergerak baik dari kesatuan harta kekayaan atau milik isteri maupun barang-

barang tetap dari kesatuan harta kekayaan."

Prof. Subekti juga mengemukakan pendapat yang sama dengan
Sudikno Mertokusumo, tentang isteri sebagai pihak yang berhak mengajukan
sita_jaminan terhadap harta bersama. Beliau mengemukakan bahwa sita
jaminan terhadap harta bersama merupakan upaya pemisahan harta kekayaan
bersama suami-isteri yang hanya bisa diajukan oleh isteri dengan alasan;
suaminya nyata-nyata berkelakuan tidak baik serta mengorbankan kekayaan
bersama dan membahayakan keselamatan keluarga, suaminya melakukan
pengurusan yang buruk terhadap kekayaan istri, sehingga ada kekhawatiran

kekayaan ini akan habis. Apabila suaminya mengobral kekayaan sendiri,
maka isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh undang-undang diberikan

kepadanya atas kekayan tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh
suami terhadap isterinya."”

Ali Afandi, berpendapat bahwa sita jaminan terhadap harta bersama
tidak dapat dilakukan dengan cara permufaatan. Hal ini untuk menghindari
penyalahgunaan yang dapat merugikan para pemegang piutang, sebab setelah
pemisahan diadakan yang bertanggung jawab atas piutang hanyalah yang

. [y « 16
membuat piutang itu sendiri saja.

14 gudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed.3 (Yogyakarta : Liberty, 1988)

him. 65.
15 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet XXXI,(Jakarta ; PT Intermasa, 2003), him. 46.

16 AL Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, (Jakarta : Rineka Cipta,
1997), him. 181.
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Adapun skripsi yang berkaitan dengan harta bersama ini adalah skripsi
yang disusun oleh Hamam Aris Tofesal yang berjudul “Pembagian Harta
Bersama Akibat Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama

Purwokerto) No. 1291/ Pdtt/ 2003/ P.A Pwy. Dalam skripsi tersebut

dikemukakan bahwa, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan,
apabila dikemudian hari terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua.
Dimana masing-masing pihak. mendapatkan bagian yang sama, kecuali
apabila ditentukan lain oleh para pihak. Pernyataan tersebut oleh penulis

didasarkan pada pasal 97 KHI yang menyatakan “Janda/ duda cerai hidup

masing-masing berhak bagian yang sama dari harta bersama sepanjang
tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Selain itu juga
dikemukakan, bahwa keputusan hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam

menetapkan putusan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada pasal

97 KHI, pasal 35 ayat 1 dan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, dan hakim juga

masih mendasarkan keputusannya pada dalil syar’i dengan merujuk kitab

figh. Selain itu dari pembuktian yang diajukan, hakim juga hanya

memberikan putusan berdasarkan dari pengakuan dari tergugat, dan

merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana menurut

hukum acara perdata umum dan hukum acara peradilan Islam.!”

Menurut Happy Susanto, masalah harta bersama ini tidak dipikirkan

sama sekali oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka

1 . Pembagian Harta Bersama Akibat Percerai i
Hamam Aris Tofesal, reeraian (Studi atas Putusan
Pengadilan Agama Purwokeﬂo) No. 1291/Pdtt/2003/PA Pwt), SkrlpSl (Puerkerto < Jur. Syal'iah,

STAIN Purwokerto), tidak diterbitkan.
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hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya tidak terpikir
sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian munkin saja terjadi.
Mereka baru berpikir masalah harta bersama pada saat proses atau setelah
terjadinya perceraian. Untuk itulah pembicaraan mengenai masalah ini perlu
diangkat dalam wacana publik. Masyarakat memerlukan pengetahuan yang
memadai tentang masalah ini yang akan membuka cakrawala pengetahuan
kita, bahwa harta bersama itu perlu diketahui sejak awal perkawinan oleh
sepasang calon pengantin.'® Sehingga apabila terjadi perceraian akan lebih

mudah menentukan mana yang merupakan harta suami, istri dan harta

bersama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library
Research), yaitu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari
bahan-bahan pustaka. Hal ini dilakukan melalui penyelidikan maupun
pengkajian buku-buku ataupun literatur yang relevan dengan permasalahan

yang akan dibahas. Kemudian dari data yang diperoleh akan dianalisa

l e n a

penulis akan mendeskripsikan informasi yang berhubungan de
ngan

18 . L s .
Happy Susanto , Pembagian Harta Goni Gini Saat Terjadi Percergi N
2008 ), him. 2. raian, ( Jakarta : Visimedia,




19 Burhan Ashshofa,
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permasalahan sita terhadap harta bersama baik menurut KUHPerdata
maupun Kompilasi Hukum Islam. Adapun analisa mengenai permasalahan
sita tersebut mengenai aspek keadilan yang terdapat dalam sita jaminan

terhadap harta bersama tersebut dan untuk pembagian harta bersama
dilihat dari segi keadilannya.

. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan sumber-sumber
yang memuat atau setidaknya relevan dengan topik penelitian melalui
metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar ataupun jurnal, makalah

dan lain-lain.

Adapun penggunaan data dibedakan menjadi dua macam yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer di sini meliputi data kepustakaan
yang berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya yang berupa berbagai
peraturan perundang—undangaﬂ-I9 Adapun data primer yang digunakan
n ini adalah KUHPerdata dan Hukum Islam Indonesia atau

dalam penelitia

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk mendukung data primer
menggunakan buku-buku, artikel, hasil penelitian dan sumber lainnya

sebagai data sekunder.

Metode Penelitian Hukum, Cet. 4, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), him. 103




4. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yang bersifat normatif. Dengan demikian corak yang dipakai
dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktriner), yakni
penelitian hukum yang dilaksanakan atau ditujukan pada peraturan-

peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.?’

5. Metode Analisa Data

Setelah data-data terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan
menggunakan metode content analysis.* Melalui metode ini penulis bisa
menjabarkan dan menafsirkan data, berdasarkan norma dan teori dari asas

asas hukum yang terdapat dalam KUHPerdata maupun yang terdapat pada

Kompilasi Hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini
i ini,

maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab
a ba

dengan uraian sebagai berikut :

Babl Berisi pendahuluan meliputi latar belakang lah.
masalah,

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan fan
» manfaat

i1 Hukum, ( Jakarta : Sinar Grafika,1991), him. 13

2 Qrpi y .
Soejono dan pdurrahman , Mefode Penelitian SuatuPemikiran da, .
Rineka Cipta, 1999), n Penelitian, (Jakarta :




Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V
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penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

Berisi konsep syirkah dan harta bersama.

Berisi tentang sita jaminan terhadap harta bersama menurut
KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Memuat analisis sita jaminan terhadap harta bersama yang
berisi tentang aspek keadilan dalam sita jaminan terhadap
harta bersama dan keadilan dalam pembagian harta
bersama.

Penutup, berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.




A. Syirkah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian

BAB II

KONSEP SYIRKAH (HARTA BERSAMA)

Kata “syirkah” berasal dari Bahasa Arab. Dalam kamus Al-Ashari
( Attabik Ali dan Ahmad Muhdlor, 1996 : 1129 ), akar kata “syirkah”
adalah “syarika ( fi’il madhi ), yasyraku ( f’il mudhari ), syarikan/
syirkatan/ syarikatan ( masdhar/ kata dasar )” yang artinya adalah
“persama-sama atau berpartisipasi dalam/ dengan”. Kata syirkah juga
diartikan “menjadi sekutu atau serikat”. Jadi secara bahasa syirkah adalah
suatu bentuk “percampuran” atau “kerjasama”. Sementara itu secara

syara’, syirkah berarti “adanya hak dua orang atau lebih terhadap

1
sesuatu”.

Adapun pengertian syirkah dalam kitab figh sunah disebutkan
bahwa syirkah secara bahasa adalah percampuran. Pengertian menurut ahlj
figh syirkah adalah kesepakatan antara dua orang yang bersyirkah dalam
hal harta dan pembagian keuntungan.’

Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani kata syirkah diartikan
sebagai bentuk percampuran dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat
dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut

syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang

! Happy Susanto , Pembagian Harta Goni Gini Saat Terjadi Perceraian, (Jakarta : Visimedia,
2008), Cet. 2, him. 60

2 gyekh Sayid Sab

iq, Figh Sunah Jilid I1I, (Darul Fikri, 1983 ), hlm, 294

17




bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh

keuutungan.3

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
syirkah itu adalah penggabungan atau kesepakatan antara dua orang atau

lebih dalam hal harta atau keuangan dan bertujuan untuk mencari

keuntungan.

2. Dasar Hukum Syirkah
Disyariatkannya syirkah itu berdasarkan Al-Qur’an, sunah dan

ijma’. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 12 Allah Swt berfirman :
f-‘ in.r L ST L 2t
~ ! ‘3’ ;&J\: 2

“ Mereka bersekutu yang sepertiga itu’

Selanjutnya dalam sunah Rasulullah Saw bersabda :
@ 05 OB s OV O deae Wita pasadll Gladu () deas W aa
A o ) Jymy JB: JB e &) )3 08 o o A o il L
Cin 5 A Lot 3a) (s oV Lo S)8N QI B U2 el ) 06 s g e
(S)g}u_.ﬂc)oéjbﬁ‘o‘}))w&n

« Hadits ini diriwayatkan dari Muhammad b; 7 :
diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Sabri Qo:niu?z:'a;fikgwoes’
Taemy, dari Abinya Dari Abi Hurairoh Radiyallah ‘anhy b k‘g’aan
porkare Rasulallah SAW Allah SWT berfirman - * Aky adalah borwsr
ketiga dari orang dua berkongsi, selama salah seorang ko:gsi 1;:?;1:

acksite.wordpress/2007/06/09/hukum.syirkah, Download 23 Oktober 2009

3 Hutp: /j . )
4 Yayasan Penyelenggara Peneriemah, A-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : PT Intermasa,

1993), him. 117
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menghianati kongsi saudaranya. Apabila ia menghianatinya ma
. sauaaranya. nya maka Aku
keluar dari perkongsian itu”. ( Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah).’

Adapun tentang ijma para ulama, bahwa kaum muslimin telah
sepakat dari dulu kalau syirkah diperbolehkan, hanya saja mereka berbeda

pandangan dalam hukum jenis-jenis syirkah yang banyak variasinya itu.’

3., Macam-macam Syirkah

Ada banyak pendapat ulama tentang macam-macam syirkah itu.
Agar dalam pembahasan tercapai pemahaman yang komprehensif tentang
syirkah dan macam-macamnya, maka hal ini akan dibahas melalui sudut
pandang masing-masing dari empat ulama figih klasik yaitu Imam Hanafi,
Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hambali.

Adapun secara umum, menurut pendapat ulama Hanafiah, syirkah
itu ada dua macam yaitu :’

a. Syirkah Milk
Syirkah milk ialah bentuk perkongsian antara dua orang atau

lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu akad atau perjanjian.
Syirkah ini dibagi menjadi dua macam yaitu syirkah dengan terpaksa
dan syirkah dengan pilihan.
b. Syirkah ‘Ugqud
Syirkah ‘uqud ialah perkongsian yang terjadi melalui akad atau

perjanjian. Syirkah ini dibagi menjadi tiga macam yaitu syirkah bil

5 Syekh Sayid Sabieq, Loc. Cit. .
6 Http: shariahlife.wordpress.com/2007/0l/ 16/(syirkahmusyarokah), Download 23 Okiober 2009

7 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986), him. 283-285
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‘Amwal (modal), syirkah bil Abdan (tenaga), dan syirkah bil Wujuh

(kepercayaan). Masing-masing dari tiga macam syirkah ini dibagi

menjadi dua lagi yaitu syirkah mufawadhah dan syirkah ‘Inan.

Dengan demikian maka syirkah ‘Uqud itu ada enam macam

yaitu :

1

2)

3)

Syirkah Mufawadhah bil amwal, ialah perkongsian antara dua

orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan , dengan syarat-

Syarat :

a) Modal, wewenang dan agama mereka sama

b) Masing-masing anggota perkongsian menjadi penanggung
terhadap tindakan kongsinya yang lain.

Syirkah ‘Inaan bil amwal, ialah perkongsian antara dua orang atau

lebih tentang suatu macam perniagaan atau dalam segala macam

perniagaan tanpa syarat bahwa masing-masing anggota

perkongsian menjadi penanggung bagi lainnya, tanpa syarat jumiah

modalnya sama, wewenang dan agamanya sama, tetapi boleh

selain dari jumlah modalnya berbeda, juga boleh dengan antara

orang-orang yang berbeda agama.

Syirkah Abdan Mufawadhah, ialah perkongsian dua orang tukang

atau lebih yang mensyaratkan bahwa pekerjaan mereka sama dan

sama pula menerima keuntungan atau kerugian, serta yang satu

menjadi penanggung yang lain
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4) Syirkah Abdan ‘Inaan, ialah perkongsian para tukang yang
mensyaratkan bahwa pekerjaan mereka tidak sama, demikian pula
keuntungan dan kerugian.

5) Syirkah wujuh Mufawadhah, ialah perkongsian yang bermodalkan
kepercayaan orang saja dengan syarat-syarat :

a) Masing-masing anggota perkongsian harus berwenang untuk
menjadi penanggung

b) Barang-barang yang dibeli itu dianggap dibagi sama antara
para kongsi dan masing-masing menanggung harganya

¢) Keuntungan dibagi sama antara peserta perkongsian

d) Masing-masing anggota perkongsian menyatakan
persetujuannya atas syarat-syarat tersebut.

6) Syirkah Wujuh ‘Inaan, ialah perkongsian bermodalkan
kepercayaan saja tanpa syarat-syarat tersebut di atas.

Sementara itu menurut pendapat ulama Malikiah, syirkah ada enam

macam sebagai berikut :*

| a. Syirkah Mufawadhah (perkongsian terbatas), ialah perkongsian antara
dua orang atau lebih dalam bidang perniagaan dengan perjanjian
pahwa masing-masing anggota akan mendapatkan keuntungan yang
sesuai dengan modal yang dikeluarkan, tidak lebih dan tidak kurang.

Masing-masing anggota juga berhak bebas memilih dan bertindak,

8 Happy Susanto, Op. Cit. him. 63-64.
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misalnya mereka bebas untuk bersepakat untuk bersyirkah dalam satu

macam barang saja atau beberapa barang.

. Syirkah ‘Inan (perkongsian terbatas), ialah perkongsian dengan syarat

bahwa setiap anggota tidak boleh bertindak (dalam kegiatan

perniagaan), kecuali dengan izin anggota yang lain.

. Syirkah Jabr (perkongsian terpaksa), ialah suatu bentuk perkongsian

ketika seseorang membeli suatu barang di depan pedagangnya, tetapi

dengan syarat pembeli itu tidak berniat membeli untuk dipakainya

sendiri.

. Syirkah ‘amal (perkongsian tenaga), ialah suatu bentuk perkongsian

antara dua orang pekerja atau lebih yang sama-sama bekerja dan
mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya. Dalam bentuk ini,

disyaratkan bahwa para pekerja melakukan suatu jenis pekerjaan saja.

. Syirkah Dzimam (perkongsian kepercayaan), ialah suatu bentuk

perkongsian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tidak
menggunakan modal, tetapi anggotanya dapat membeli barang-barang
yang kemudiann dijual kembali, dan keuntungannya dibagi secara rata.
Dalam pandangan Ulama Malikia, syirkah ini tidakdiperbolehkan.
Istilah ini dalam madzhab lain adalah syirkah bil Wujuh.

Syirkah Mudharabah (perkongsian keuntungan berdua), ialah suatu
bentuk perkongsian dua orang atau lebih dalam bidang perniagaan
dengan ketentuan bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan

keuntungan sesuai dengan jumlah modal yang dikeluarkan.




4. Bentuk Syirkah dalam Harta Gono Gini

Berdasarkan penjelasan tentang macam-macam syirkah, maka
dapat dikatakan bahwa harta gono gini termasuk dalam konsep syirkah
mufawadhah atau juga syirkah abdan, atau hanya syirkah abdan saja.
Harta gono gini merupakan harta yang dihasilkan oleh pasangan suami
istri selama perkawinan mereka berlangsung, sehingga harta gono gini
dapat dikelompokkan ke dalam syirkah mufawadhah atau syirkah abdan."

Menurut Ismail Muhammad Syach bahwa garta gono gini suami
istri itu termasuk dalam golongz;m syirkah abdan dan syirkah mufawadhah.
Dikatakan termasuk dalam syirkah abdan karena kenyataan, bahwa pada
umumnya suami istri sama-sama membanting tulang, berusaha untuk
mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta
simpanan untuk masa tua mereka, serta sebagai peninggalan yang berharga
untuk anak-anaknya kelak. Harta gono gini termasuk dalam syirkah
mufawadhah karana memang perkongsian suami istri itu tidak terbatas.
Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka

termasuk harta gono gini, kecuali yang mereka terima sebagai warisan dan

pemberian khusus milik keduanya.”

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa syirkah abdan
dan syirkah mufawadhah adalah bagian dari syirkah ‘uqud (pendapat
ulama Hanafi dan Hambali). Syirkah ‘uqud adalah perkongsian yang

terjadi melalui akad atau perjanjian. Keuntungan yang dihasilkan dari

2 Ibid, him. 67.
13 Ismuha, Op. Cit.,

him. 295-296.
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usaha ini akan dibagi berdasarkan perjanjian ynag telah disepakati oleh

mereka sebelum melakukan kegiatan usaha.

Syirkah mufawadhah menurut syekh Tagiyuddin An-Nabhani ialah
suatu bentuk perkongsian dua pihak anggotanya. Syirkah abdan ialah
suatu bentuk perkongsian antara dua orang atau lebih yang masing-masing
anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan
modal. Pengertian kedua syirkah itu memang masuk akal jika dijadikan
sebagai dasar atau konsep dasar harta gono gini."

Berdasarkan penjelasan di atas, harta gono gini yang digiyaskan
dengan syirkah karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu
bentuk perkongsian antara suami istri. Hanya saja, dalam konsep syirkah
pada umumnya bentuk perkongsiannya lebih bersifat usaha/ bisnis,
sedangkan syirkah gono gini sifatnya hanya kerjasama membangun sebuah
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, dan juga meliputi
hal-hal yang berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan.

Di antara empat madzhab klasik yang berbicara tentang syirkah,
rupanya hanya ada tiga madzhab yang memperbolehkan syirkah
mufawadhah dan syirkah ‘abdan yaitu madzhab Hanafi, Maliki dan
Hambali. Adapun madzhab yang tidak membolehkan hal itu adalah
madzhab Syafi’i, dimana madzhab ini melarang syirkah abdan
gsian tenaga), karena pengertian  syirkah pada umumnya

(perkon,
menghendaki adanya percampuran (percampuran di sini hanya terbatas

to, Op. Cit., him.68.




paad adanya modal) Padahal, dalam syirkah abdan dan syirkah

kepercayaan tidak ada modalnya. Selain itu, madzhab syafi’i melihat

bahwa tujuan syirkah itu adalah perkongsian untuk menambah kekayaan
dengan cara berdagang karena dengan cara inilah orang biasanya bisa
menambah kekayaannya. Oleh karena itu, menurut pendapat Syahi’i,
perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan tidak diperbolehkan.'®

Adapun pendapat madzhab Syafi’i ditolak oleh madzhab Hanafi
dengan tiga alasan yaitu :'®

1. Perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan sudah umum
dikerjakan orang dalam beberapa generasi tanpa ada seorangpun yang
membantahnya.

2. Baik perkongsian tenaga maupun perkongsian kepercayaan, sama-
sama mengandung pemberian kuasa (wakalah), sedangkan pemberian
kuasa (wakalah) hukumnya boleh, Sehingga yang mengandung sesuatu
yang boleh, maka tentunya hukumnya boleh.

3. Alasan madzhab Syafi’i yang mengatakan bahwa perkongsian itu
diadakan untuk mengembangkan harta, sehingga harus ada modal yang
akan dikembangkannya. Dengan diadakan perkongsian itu
mengembangakan harta, hanya dapat diterima mengenai perkongsian
dengan modal. Adapun diadakan perkongsian tenaga atau kepercayaan,
bukan untuk mengembangkan harta, melainkan untuk mencari harta,
sedangkan menghasilkan harta adalah lebih besar kebutuhan

15 Ibid, him. 69.
16 Ismuha, Op. Cit., him. 297-298.
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m
engembangkan harta. Oleh karena itu disyariatkan perkongsian untk
menghasilkan harta adalah lebih utama lagi.
Terlepas dari pro dan kontra serta perbedaan antar madzhab, bah
, bahwa

menurut hukum Islam syirkah itu tetap diperbolehkan. Para ulama telah
. a

sepakat bahwa syirkah atau perkongsian pada umumnya itu diperbolehk
an

sebagaimana dasar hukum yang telah disebutkan sebelumnya
Disamping adanya ketentuan teks yang memperbolehkan syirkah
l td

ada argumen lain yang juga memperbolehkannya, yaitu kaidah ushul figh
1q

yang menyebut “ al- ‘adau muhakkamah” (adat itu dibenarkan sec
ara

hukum Islam). Artinya, konsep harta gono gini pada dasarnya berasal dari
berbagai adat di daerah di tanah air, seperti harta gono gini di J
awa,

sihereukat di Aceh, harta suarang di Minangkabau, guna kaya di Sund
i Sunda,

druwe gobro di Bali, dan perpantangan di Kalimantan, yang merupakan

konsep-konsep kehidupan yang diterima masyarakat. Meskipun adat-ada
. -adat

itu tidak ditanggung sebagai amalan ibadah, karena sifatnya sosial atau
berhubungan dengan kehidupan masyarakat, maka umat Islam
diperbolehkan untuk menggunakan adat-adat itu sebagai pegangan hidup
mereka. Oleh karena, adat-adat yang baik itu pasti akan diterima oleh

hukum Islam. Bahkan, merupakan bagian dari hukum yang diaku
g diakui

eksistensinya.”

Op. Cit., him. 71.




5. Pemetaan Pandangan
Idris Ramulyo membagi pendangan hukum Islam tentang harta
gono gini ke dalam dua kelompok sebagai berikut .18
a. Kelompok yang mamandang tidak adanya harta gono gini dalam
lembaga Islam kecuali dengan konsep syirkah
Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan
antara suami istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap
menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya. Demikian juga harta
suami tetap menjadi milik suami dan di kuasai sepenuhnya. Dalam
pandangan kelompok ini, istri tetap dianggap cakap dalam bertindak
meskipun tanpa bantuan suaminya dalam soal apapun, termasuk dalam
hal mengurus harta benda, sehingga dianggap bahwa istri itu
melakukan segala perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
Kelompok ini memandang bahwa suami tidak berhak atas harta
istrinya karena kekuasaan istri terhadap harta adalah tetap dan tidak
berkurang sedikitpun, meskipun mereka berdua telah diikat melalui
perkawinan. Oleh karena itu, suami tidak boeh mempergunakan harta
istri untuk kepentingan belanja rumah tangga kecuali mendapat izin
dari istrinya. Bahkan menurut pandangan kelompok ini, jika suami
mempergunakan harta istri tanpa persetujuan darinya , maka harta itu
menjadi utang suaminya yang wajib dibayarkan kepada istri kecuali
jika istrinya it bersedia membebaskan tanggungan itu.

18 Idris Remulyty Hukum Perkavlan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan
Zaka,, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 29-35
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Meskipun demikian, kelompok ini memandang bahwa
hubungan perkawinan istri menjadi “ syarikatur rajuli filhayati “, yaitu
kongsi sekutu bagi seorang suami dalam menjalani bahtera hidup.
Artinya, hubungan suami istri merupakan suatu bentuk syirkah .
mereka berdua saling bekerjasama dalam mengarungi bathera rumah

tangga, seperti halnya kerjasama dalam usaha/ bisnis.

Harta kekayaan suami dan istri bisa bersatu karena adanya
pengerian syirkah semacam itu. Harta ini seakan-akan dianggap

sebagai harta tambahan karena usaha bersama suami istri selama masa

perkawinan mereka. Jika terjadi perceraian, harta syirkah ini dibagi

antara suami istri menurut pertimbangan siapa diantara mereka yang

lebih banyak dalam berinvestasi.

. Kelompok yang memandang adanya harta gono gini dalam hukum

Islam
Disamping mengakui ketentuan yang berlaku dalam UU

perkawinan bahwa harta gono gini itu diakui dan diatur dalam hukum

positif, kelompok ini juga memandang ketentuan tentang harta gono

gini itu sesuai dengan
yang dimaksud adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami

kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta gono

gini

istri setelah hubungan perkawinan mereka berlangsung dan atas usaha

mereka berdua atauusaha salah seornag dari mereka.

Adapun dasar hukum Islam tentang ketentuan ini adalah Al-

at 21 yang menyebut perkawinan sebagai

Qur’an surat An-Nisa ay
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suatu perjajian yang suci, kuat, dan kokoh (mitsagan ghalizan)

Artinya, perkawinan yang telah dilakukan melalui ijab qabul dan i
memnuhi syarat dan rukun perkawinan lainnya, seperti saksi, mahar
dan pemberiatahuan perkawinan, merupakan syirkah antara suami dan
istri. Oleh karena itu hal-hal yang berkenaan dengan hubungan
perkawinan mereka, termasuk harta benda menjadi milik bersama.

Mereka berdua perlu memegang teguh “janji suci” sebagaiman
a

terekam dalam bunyi akad yang telah mereka ucapkan ketika menikah

dulu. Janji suci atau syirkah itu perlu dipelihara. Jika hubungan

keduanya putus, harus ada yang dibagi, termasuk harta gono gini
1

diantara mereka.

Berdasarkan dua pemetaan pandangan tersebut, sesungguhnya

harta gono gini bisa ditelusuri dalam hukum Islam, baik itu melalui
» ui

konsep syirkah maupun berdasarkan argumentasi, bahwa harta gon
0

gini tidak dikenal dalam hukum Islam dapat dimentahkan. Meskip
. un

pandangan umum hukum Islam tidak mengenal percampuran bend
a

suami istri, tetapi kita tetap bisa berijtihad tentang adanya harta gon
0

gini.

6. Batasan Harta Istri

Harta gono gini
a masa perkawinan merc

adalah harta bersama yang diperoleh oleh suami
ka. Harta yang telah dimiliki istri

inan tetap menjadi miliknya. Harta berupa warisan
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Suami,

tetap menjadi milik istri. Harta-harta
. - yang merupakan baran '
g bawaan dan

ha e .
rta perolehan itu tidak dianggap sebagai harta gono gini. Akan teta
. e pi

ketentuan ini tidak berlaku apabila istri
pabila istri menggunakan h
artanya itu untuk

keperluan rumah tangga (keluarga) dan menjadikannya sebagai hak milik
111

bersama.

Pada dasarnya hukum Jslam menentukan bahwa harta milik i
ik istri

ama masa perkawinan adalah harta yang berasal dari suaminya seb
sebagai

itu. Ketentuan ini berlaku jika yang mencukupkan

sel

nafkah terhadap istrinya
an rumah tangga hanya suami, istri tidak bekerja (dalam

kebutuh:
Artinya, jika suami memberikan kepada isﬁ*inya

pengertian formal).

gap umum menurut adat kebiasaan,

berupa harta benda yang sudah diang,

lat rias, tempat tidur, lemari dan sebagainya, harta

seperti mesin jahit, a
harta benda yang diberikan istri itu tidak

harta itu men;jdi milik istri. Jika

khusus menjadi miliknya, seperti alat-alat perabot rumah tangga, harta itu
i

milik suami.”

menjadi
juga ikut bekenja dalam membantu perekonomian

Apabila istri
maka istri tetap memiliki hak terhadap hartanya itu

rumah tangga
masalah ini adalah dengan memperhatikan besar

Pemecahan terhadap

besar dan kecilnya pembagian harta
japa Yang paling besar dan paling kecil

kan dari masing-masing suami/ istri. Artinya,

kecilnya
gono gini selama perkawinan

Hukum Perkawinar [siam, (Yogyakarta : UIl Press, 2004), him. 66

19 Ahmad Azhar BesYi"
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menghasilkan harta benda tersebut. Jika suami lebih memberikan saham

dia berhak mendapatkan bagian yang lebih besar, demikian pula

sebaliknya®

Dalam hubungan perkawinan, di samping behak memiliki hartanya

sendiri, istri juga berhak atas persatuan harta gono gini dengan suaminya

Dalam masalah ini, Qur’an surat An-Nisa ayat 32 dapat dijadikan dasar

yang berbunyi : Lirrijali nasibun mimmaktasabu wa linnisai nasibun

mimmaktasabn ( bagi para laki-laki terdapat bagian dari apa yang mereka

usahakan dan bagi para perempuan juga terdapat bagian dari apa yang

mereka usahakan )
an dari harta gono gini selama masa perkawinan

»  Artinya, baik suami maupun istri berhak

mendapatkan bagi

mereka.”'

Hubungan suami istri perlu dilandasi dengan kesetiaan,
kepercayaan agar tercipta hubungan yang harmonis, serta keterbukaan agar
masing-masing suami istri mengetahui apa yang dilakukan oleh masing-
ing dari mereka. Sikap keterbukaan ini penting karena sering kali

g teri adi dalam rumah tangga disebabkan karena tidak

pertengkaran yan
keterbukaan yang
kecurigaan atau prasan

2danya terbangun diantara mereka. Dengan adanya

gka buruk diantara suami istri

dapat terhindari.

-

20 Ibid, him. 66-67- .
21 Happy Susanto: op. Cit., him- 58.
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B.
Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian

Memang kalau dilihat dari sudut pandang hukum Isl
slam harta

be - . .
rsama ini masih dalam perdebatan dengan alasan tidak ada dalil
1l yang

jelas akan hal itu. Akan tetapi karena harta bersama sudah t
ermasuk

permasalahan umat dan tidak diatur sec
ara khusus dalam A
1-Qur’an
maupun As-Sunnah, maka pelaksanaannya lebih lanjut menjadi hak
i

otonom setiap masyarakat muslim untuk mengaturnya secara “Syu
ra

bainahum”.22

Secara yuridis formal, ketentuan tentang harta bersama sudah
su

diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawi
winan

ole

mengenai pengertian harta bersama yang lebih terperinci dapat kita
i

jam KHI pasal 1 huruf
«Harta kekayadn dalam perkawinan atau syirkah
& sendiri-sendiri atau bersama af:;"’”’: ’;;rta
-isteri

dlperoleh bai
rkawinan berlangsung dan selanjuny
a

selama suami dalam suatu ikatan perkawinan. Selanjutn
ya

temukan da f, sebagai berikut :

yan.
seI ma dalam ikatan per
bersama, tanpa mempersoalkan terdafiar atas
nama

smpapu .
al tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa se
mua

harta benda yans diperoleh sendiri-sendiri maupun bersama suami isteri
€r

iperoleh dalam ikatan
kan terdaftar atas nama s

perkawinan akan menjadi harta bersam
a

iapapun.

tanpa mempersod!

akarta : Rineka Cipta, 1994).him 122-123.

'”mN lnal’(
’“";ﬁ ha RI, 1998), him. 13.

. DEPAG

22 Sudarsono, Hukum Per
ukum Islam

23 Kompilasi
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2. Pengurusan Harta Bersama

Menurut KHI, pengurusan harta bersama ini tertuang dalam pasal
asa

88, yaitu:
“Syami bertanggung jawab menj
o ijaga hart har
isteri maupun hartanya sendiri dan pasal 89 ‘;azgrﬁ':&atak;a
n

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun

harta suami yang ada padany”.

Dengan demikian dalam KHI pengurusan atas harta bersam
a
merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri. Termasuk

an maupun pemindahan harta be
192 KHI).2

dalam hal penjual rsamapun harus melalui

persetujuan kedua belah pihak (Pasa

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

bdul Manaf, parang-barang yang dapat dikategorikan

Menurut A

sebagai h
peli selama perkawinan

a. Hartayang di
ntukan apakah sesuatu barang itu

i ukuran untuk mene

Sebaga
sama atau tidak, adalah saat pembeliannya

g dibeli selama berlangsungnya perkawinan

Setiap parang Yan
.ok hartd persama,tanpa mempersoalkan siapa diantara

membelinya, terdaftar atas nama siapa dan

terletak dimana-
setujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual

isteri 1anpd per
Harta Bersama Menurut Pasal 95

24 Pasal 92 KHI : “Suam! 400
n hart@ Qersamc,,,',servaloir Beslag) Terhadap
(Jakarta : PT. Intermasa, 1997), him. 95-97.

ataumemi
ta Jaminan .
Artikel Mimbar

e

25 Abd. Manaf, Si
Islam

Kompilasi Hukum S
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b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari

harta bersama.

Sebagai ukuran yang kedua adalah apa saja yang dibeli, jika

R

uang pembeliannya itu berasal dari harta bersama, maka barang

tersebut tetap termasuk dalam pengertian harta bersama, meskipun

dah terjadinya perceraian.

barang tersebut dibeli atau dibangun sesu

uami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung

Sebagai contoh, S
ah karangan buku. Setelah perceraian

mempunyai royalti terhadap sebu

terjadi, royalti itu mendatangkan sejumlah uang. Lantas, dari uang ini
membeli tanah dan membangun sebuah rumah diatasnya. Dalam

suami
rumah tersebut adalah termasuk dalam objek harta

hal ini, tanah dan
a, walaupun perolehanny2 setelah terjadi perceraian. Penerapan

bersam
adikan hukum tetap menjangkau harta bersama

seperti ini akan menj

itu telah berubah menjadi barang lain.

sekalipun harta

dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

c. Harta yang

Dalam sengketa hart?
agi kalau hal itu terjadi j
nanggapi dalil gugatan penggugat,

persama jarang sekali yang berjalan
2ra mulus apal auh setelah terjadinya

at selalu membantah pahwa harta yang sedan

SeC

perceraian- Bi
g dipersengketakan

tergug
rsama, tetapi sebagai harta pribadinya.

gai harta b€
om hal ini Yan8 nenjadi patokan untk menentukan bahwa barang
sebagai objek harta bersama, ditentukan

atau tidaknya

ggugat un

Dal

itu termasuk
,-hasilan pen

tuk membuktikan harta yang sedang

oleh kebe
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dipersengketakan itu diperoleh selama berlangsungnya ikatan

perkawinan dan perolehannya itu bukan melalui warisan atau hadiah.®

d. Penghasilan harta bersama dan bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama, secara otomatis

akan menjadi harta bersama, karena harta itu berasal dari harta
sama. Akan tetapi tidak demikian halnya pada harta pribadi, karena

ber
penghasilan yang berasal dari harta pribadi suami isteri tidak menjadi
objek harta bersama. Ketentuan terakhir ini berlaku sepanjang suami
isteri tidak menentukaninya secara lain dalam perjanjian kawin.

s mengandung maksud bahwa segala

Pernyataan diata
yang perasal dari harta bersama dan dalam masa

penghasilan
adi harta bersama juga, akan tetapi penghasilam

rkawinan akan menj
dari harta pribadi
steri yang memiliki harta p

pe
yang berasal
adi hak suami atau i

tentang hartd bawaan di
pagai berikut “Pada dasarnya tidak

atau bawaan suami atau isteri tetap

ribadi tersebut.

menj
atur dalam pasal 86 ayat

: Hukum Islam S€

mi
ada percampuran antara harté sua
4 27

pernikahan

dan harta isteri karena

card Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun

26 M. Yahya Harahap, Ke , him-
4 ¥ Sinar Grafik® 0 4. j
i

1989), 4.2 Gakaria : S 5y,
27 Kompilasi Hukum Istam, 0P
i
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e. Segala penghasilan pribadi suami atau isteri

Pen i i isteri
ghasilan suami atau isteri, dengan sendirinya menjadi hart

bersama, karena memang demikianlah ketentuan yang telah digariskan
aris

oleh pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ]
pasal 1

huruf f KHI Hal ini berlaku sepanjang suami isteri tidak membuat

perjanjian perkawinan.

4. Wujud Harta Bersama
Menurut Bahder Jo

Islam, menyatakan

han Nasution dan Sri Warjiyanti dalam buku

Hukum Perdata bahwa wujud dari harta bersama dapat

di kategorikan menjadi dua 2,
iputi penda bergerak dan

a) Harta perwujud, mel
urat berharga- (Pasal 91 ayat (2) KHI).

benda tidak bergerak,

termasuk surat-$
ak dan kewajiban (Pasal 91 ayat (3)

b) Harta tidak perwujuds meliputi h

KHI).

purut KUHPerdata

C. Harta Bersama me

1. Pengertial
pada dasarny®

jama ikata?

parta bersam? adalah semua harta yang diperoleh

perkaWina“ perlan dan biasanya disebut

ung,
suami jsteri s€ geune

(Bandung : Mandar Maju,

28 Bahder Johan Nasution,
1997), him.33.
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sebagai harta : gono-gini (Jawa), harta seuhareukat (Aceh), druwe gab
) ru
(Bali), harta suarang (Minangkabau), harta cakkara (Bugis dan Makasar)

harta guna kaya (Sunda), harta ghuma-ghuma (Madura)®

Sedangkan menurut BW sendiri harta bersama dikemukakan dalam

pasal 119, sebagai berikut :

“Mulai saat perkawinan dilangsun
l.)ulat antara harta kekayaan suamtgdang I:gt’;ze’::gcllzﬁ persatuar{
itu dengan. perjanjian kawin tidak diadakan ketentmengen'm
Pfersatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadalgrn fan.
diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri ”n a

Kalau kita mencermati pengertian yang ada di pasal 119 BW maka

dapat diambil kesimpulan bahwa semua harta baik yang dibawa oleh isteri
i

maupun suami (seluruhnya) akan menjadi harta bersama mulai saat

perkawinan dilangsungkan, artinya disini semua harta yang dibawa

sebelum perkawinan oleh isteri ataupun suami dengan dilangsungkanny
a

perkawinan mereka otomatis akan menjadi harta bersama

Pengurusan Harta Bersama
Pengurusan harta bersama menurut BW sepenuhnya berada di

tangan suami sebagai kepala perkawinan, ketentuan ini berangkat dari
ri

pasal 105 ayat 1 yang menyatakan :
«Setiap suami adalah kepala dalam .
selqrqqma :vuami Jjuga melakukan pengunf;e ar:me n“;‘i‘;'_m‘;lsren:
disini juga tidak bertanggung jawab kepada siapapun baiI:' se;‘:r:tnc:

29 [man Sudiy
30 R. Subekti,

Paramita , 20

m Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta : Liberty, 1981), him. 148

at, Huku
R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 35 (Jakarta : Pradn
. ya

04), hlm. 29.
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adanya  percampuran  m
aupun se.
percampuran”. sudah  pemecahan

jadi dalam hukum BW pengurusan atas harta bersama, menjadi

wewenang suami baik mengenai pemeliharaan, pengolahan maup
un

penjualan atas harta bersama, berikut harta isteri maupun hartanya yang

telah menjadi satu dengan harta bersama diakibatkan adanya persatuan

bulat antara harta suami dan harta isteri setelah pernikahan dilaksanakan

Harta Bersama

3. Ruang Lingkup
Menurut Abdul Manaf, barang-barang yang dapat dikategorikan

sebagai harta bersama adalah sebagai berikut 32

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

ukuran untuk menentukan apakah sesuatu barang itu
a atau tidak, adalah saat pembeliannya

Sebagai

asuk objek hartd bersam

term
yang dibeli selama berlangsungnya perkawinan,

Setiap barang
termasuk objek harta bersama,tanpa mempersoalkan siapa diantara

yang membelinya, terdaftar atas nama siapa dan

suami isteri itu

terletak dimana.
b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari

harta bersama-

———//T’f‘;'—“rut KUH Perdata, Cét 2 (Bandung : Tarsito,1990), him. 40.

31 Vollmar, Hukum Keluargd

32 Abd. Manaf, Lo¢: Cit.
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adanya  pe
reampuran
percam ereamp maupun  sesudah
puran’. pemecahan

Jadi dalam h
ukum BW pengurusan atas harta bersam
| a, menjadi
wewen i i -
ang suaml baik mengenai pemeliharaan, pengolah
’ an maupun

penjualan atas harta bersama, berikut harta isteri maupun h
ﬂrtnny" y

g

telah menjadi satu dengan harta bersama diakibatk.
\an adan
ya Peraatuan

bU]at antarﬂ [ . i
aKsanakan.

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Menurut Abdul Manaf, barang-barang yang dapat dikategorikan

sebagai harta bersama adalah sebagai berikut 32

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Sebagai ukuran untuk menentukan apakah sesuatu barang itu
dalah saat pembeliannya.

termasuk objek harta bersama atau tidak, a

Setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya perkawinan

rta bersama,tanpd mempersoalkan siapa diantara

termasuk objek ha

yang membelinya terdaftar atas nama siapa dan

suami isteri itu

terletak dimana-.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari

harta bersama.

sut KUH Pperdata, Cet2 (Bandung : Tarsito,1990), him. 40.

" Keluarga Mentt

Cit.

31 Vollmar, Huku
32 Abd. Manaf, Loc.
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Sebagai ukuran yang kedua adalah apa saja yang dibeli, jika
uang pembeliannya itu berasal dari harta bersama, maka barang
tersebut tetap termasuk dalam pengertian harta bersama, meskipun
barang tersebut dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian.

Sebagai contoh, suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung

mempunyai royalti terhadap sebuah karangan buku. Setelah perceraian

terjadi, royalti itu mendatangkan sejumlah uang. Lantas, dari uang ini

suami membeli tanah dan membangun sebuah rumah diatasnya. Dalam

hal ini, tanah dan rumah tersebut adalah termasuk dalam objek harta

bersama, walaupun perolehannya setelah terjadi perceraian. Penerapan

seperti ini akan menjadikan hukum tetap menjangkau harta bersama

sekalipun harta itu telah berubah menjadi barang lain.

. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

Dalam sengketa harta bersama jarang sekali yang berjalan

s, apalagi kalau hal itu terjadi jauh setelah terjadinya
gapi dalil gugatan penggugat,

gketakan

secara mulu
perceraian. Biasanya dalam menang
bantah bahwa harta yang sedang dipersen

tergugat selalu mem
ebagai harta pribadinya.

itu bukan sebagai harta bersama, tetapi S
Dalam hal ini yang menjadi patokan untuk menentukan bahwa barang

itu termasuk atau tidaknya sebagai objek harta bersama, ditentukan

yang sedang

ilan penggugat untuk membuktikan harta

oleh keberhas
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dipersengketakan  itu diperoleh selama berlangsungnya  ikatan

perkawinan dan perolehannya itu bukan melalui warisan atau hadiah.”

d. Penghasilan harta bersama dan bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama, secara otomatis

harta bersama, karena harta itu berasal dari harta

etapi tidak demikian halnya pada harta pribadi, karena

akan menjadi

bersama. Akan t
hasilan yang berasal dari harta pribadi suami isteri tidak menjadi

peng
a. Ketentuan terakhir ini berlaku sepanjang suami

objek harta bersam

isteri tidak menentukannya secara lain dalam perjanjian kawin.

e. Segala penghasilan pribadi suami atau isteri
Penghasilan suami atau isteri, dengan sendirinya menjadi harta
na memang demikianlah ketentuan yang telah digariskan

bersama, kare
ndang-undang No. 1 Tah

oleh pasal 35 ayat (1) U un 1974. Hal ini
uami isteri tidak membuat perjanjian perkawinan.

perlaku sepanjang

Cit.

33 M. Yahya H

ar. ahap, Loc.
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SITA JAMINAN TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT

KUHPerdata DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

adap Harta Bersama Menurut KUHPerdata

A. Sita Jaminan Terh

1. Pengertian
n berasal dari terminologi beslag (Belanda)' dan istilah

Penyitaa
ah sita atau pf:nyitaan.2 Menurut istilah

Indonesia beslah tetapi bakunya ial

pengertian sita adalah :

«wSyatu tindakan pengambil alihan hak seseorang atau suatu
pihak tertentu alas parang-barang tertentu yang dilakukan oleh
pihak pengadilan perdasarkan keputusan hakim, yang umumnya
terjadi karend suatu sebab rertentu, misalnya karena pemegang
Jah debitur yang tidak mau melunasi utangrya

barang tersebut ada
kepada frediturnyd atau karend bargng ters'sebut adalah milik
penggugd sendiri atau jarena sebab lainnya”.

ita juga pisa diartikan sebagai tindakan

Secar
‘lik tergugat yang disengketakan

Jalam sengketd hutang piutang atau tuntutan

_Indonesia. (Jakarta: Djambatan, 1999), him.

Kamus Hukurm Belanda
. 1ar Grafika, 2006), him. 282.

' Marianne Termorshuizen, ;
49 arta : S0
' a, (Jak
2 M.Yahya Harahap, Hulcumn Acﬂ'ﬂ;;rﬁrdma dalam Tanya Jawab, Cet.1, (Jakarta : Ghalia
3 A. Ridwan Halim ulum A€
' . £.3, (Y ;
Indonesia, 1998 ), bl™ 136',“,” perdatd pada pengadilan A8 Cet.3, (Yogyakarta : Pustaka
& Per

4 Mukti Arto, Prakte
Pelajar, 2000). him. 76-
42
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ebih dijabarkan lagi oleh Yahya Harahap sebagai

Istilah sita |

berikut :

1) Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa ke

dalam keadaan penjagaan.

penjagaan (custody) itu dilakukan secara resmi

2) Tindakan paksa
pengadilan atau hakim.

(official) berdasarkan perintah

atkan dalam penjagaan ters
ga barang yang dijadikan sebagai

3) Barang yang ditempa cbut, berupa barang
yang disengketakan, tetapi boleh ju

alat pembayaran atas pelu

nasan utang debitur atau tergugat, dengan
crkoop) barang yang disita tersebut.

perlangsung selama

berkekuatan

4) Penetapan dan
pcngadllan yang

emeriksaan, sam
g menyataka?

pai ada putusan
atau tidak tindakan penyitaan itu.

k dalam upaya

proses P
yan
perdata termasu.

gat perkepentingan sekira

hukum tetap:

i penggu . . o N
angkan pengadllan, maka terjamin

dlkabulkan

ada kemungkina®
beri kan mengalihkan
erjalan a » dikabul

apabila kemudian gugata®

it..
Cukum Acard

6 Sud'kno Mertokusumo

him. 62.
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‘pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebab tergugat tidak i
i

mempunyai harta kekayaan lagi.
Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata |
Indonesia menyebutkan sita sebagai sita jaminan karena tindakan :
penyitaan merupakan tindakan ~persiapan untuk menjamin dapat ’”
dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk
gat dibekukan dan disimpan untuk jaminan dan tidak |I
i

kepentingan pengg
boleh dialihkan atau dijual. Oleh karena itu penyitaan ini disebut lebih |
1

. . . 3 7
lanjut sebagai sita conservatoir atau st jaminan.
J"\

2. Maca
aminan ini meliputi :

m-macam Sita Jaminan ;jl
Adapun Sit3] AE
|

a. Sita Revindicatoir

“Ti e A
deaka:er!’ nydi tangan orang lain untuk menjaga
barangfo’a memiliki barang tersebut supaya tidak

itaan berupa barang bergerak yang ;
|

el )/ Jeh yang memegangrya sa ; !!
L orang lain 0/€% 7 mpai ;
dialihkar pada perkara yang diajukan 1 !

itu ditetapkan oleh

am buku Hukum Acara Peradilan N
dica 0ir diartikan sebagai sita yang dilakukan oleh n

ita revi ‘
erak milik sendiri yang berada di I

ber;
pengadilan terhada benda bErE

___// perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : |
card i
i

8 , penerap® j
Abdul Manan i, 98.99- :

Kencana, 2005)
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tangan orang lain, atau terhadap benda milik sendiri yang telah dijual

tetapi belum dibayar harganya oleh pembeli.’

Jadi yang dapat mengajukan sita ini adalah setiap pemilik
barang bergerak yang parangnya dikuasai oleh orang lain'®. Demikian
g mempunyai hak reklame, yaitu hak dari pada

pula setiap orang yan
| barang bergerak untuk meminta kembali barangnya apabila

Il Jadi dalam sita ini
g tetap tidak dapat dilaksanakan sita

penjua
harga tidak dibayar-
ergerak, sedangkal baran

gkinan akan dialihkan atau diasingkan barang
ijdak ada atau kecil kemungkinannya,

yang dapat disita hanya

barang b

atasnya karend kemun
pada umumnya t

tetap tersebut
atau pengasingan baran

g tetap itu tidak semudah

disebabkan peralihan
peralihan barang pergerak-
permohonan sita revindicatoir ini pada hakekatnya sudah
permohonan sita diajukan

bersangkutan dan

pyitaan dengan surat penetapan.

peri perintaft P°
permohonan si
wa seseorang yang berhutang

a ini tidak diperlukan

Adapun U
adanya dug mencari  akal untuk

a belum

12 Dalam hal

selam

menggelapka“

g Roihan A. Rasyid: w
im, 210. 7

10 Lihat psl. 1977 ayat 2, dgﬂ ,ICil.. pim- 6
11 Sudikno MertokUSU™% g dan 2 12

12 Lihat pasal 227 ayat
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ini i
i, karena tidak memerlukan persangkaan seperti tersebut di atas maka

pihak yang berhutang tidak perlu didengar

b. Sita Marital

Sita marital yaitu sita jaminan yang khusus diterapkan terhadap
harta bersama suami-isteri, apabila terjadi sengketa perceraian atau

pembagian harta bersama.”> Dalam penulisan dan praktek peradilan

umum disebut dengan sita marital.'* Menurut BW isteri tidaklah cakap
dalam bertindak hukum, oleh karenanya sita marital disediakan bagi si

isteri sebagai perimbangan atas kekuasaan suaminya

(maritaal)‘s .

Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata
tkan isteri

g konotasi yang menempa
yang dikenal dengan

Menurut

perkataan sita marital mengandun
n suami dalam perkawinan,

imana selama ini digariskan dalam
g menegaskan Setiap suami

di bawah kekuasaa

maritale macht sebaga

1106 KUHPerdata, yan

rsatuan suami-isteri :

lembaga

pasal 105 dan pasa

adalah kepala dalam P¢
Memberi bantuan kepada isteri dalam menghadap dimuka
pengadtlan, dan
ik pribadi isteri
2) Mengemudzkan ta mi
3) Setiap isteri tundtlk-patuh kepada suami (106 KUH
Perdatd).

hukum Indonesia, sita marital

persama. Pemakaian istilah

terhadap harta

13 M.Yahya Harahap, O cit., him 367-
p, Op.

14 Sudlkno Mertokusumo, OP- Cit., him

15 Ibid, him. 65.
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sita jaminan terhadap harta  bersama dimaksudkan  untuk

equal) antara suami dan
telah

atkan kedudukan yang setara (e
rumah tangga. Kesetaraan ini secara tegas

UU No. 1 Tahun 1974, bahwa

memperlih
isteri dalam kehidupan

an dalam pasal 31 ayat ¢))

dirumusk
i seimbang dengan hak dan ke

“hak dan kedudukan ister dudukan suami

pan rumah tanggd dan pergaulan hidup dengan

ada ayat (2) ditegas
akukan perbuatan hukum”.

dalam kehidu
kan lagi, “bahwa masing-

masyarakat” Bahkan p

perhak untuk mel

masing pihak
pakan suatu

arta bersama biasanya meru
yang ditujukan sebagai

proses perceraian sedang berjalan

oleh salah satu pihak (suami-

ih dikembangkan lagi

upaya mengam
tidak dikuasai

agar harta perkawinan
carang, Sita jamina? leb

isteri), dan pada Mast se

atas barang-barang
g telah

Kusi
kse . dari putusan yan




16 M. Nur Rasal
17 Abdul Manan, PenerdP™" . nq,
(Jakarta : Kencana, 2 2005), bim-
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. 16 o
dikalahkan.° Sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan

suatu putusan pengadilan, karena pihak tergugat tidak mau

g telah mempunyai kekuatan hukum tetap

melaksanakan putusan yan
pihak pengadilan telah memperingatkan pihak tergugat agar

meskipun
g telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu

putusan pengadilan yan

supaya dilaksanakan oleh tergugat

secara sukarela sebagaimana

mestinya '’

Menurut Abdul Manat, sita eksekusi ini dapat dikenali pula

dari ciri-cirinya, sebagai berikut :

etelah putusan pengadilan mempunyai

ekusi dilaksanakan S
um tetap dan sebelumnyd tidak dilaksanakan sita

kekuatan huk
bamng_barang yang disengketakan.

1) Sita Eks

terhadap

|ah untuk memenuhi pelaksanaan putusan

2) Tujuan sita eksekusi ada
perakhir dengan tindakan pelelangan.

pengadilan dan
3) Hanya terjadi dalam hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran
al'ltl I'Ugl

sej umlah uang dan &
Kusi sepenuhnyd berada di

intah sitd ekse

4) Kewenangal
gadilan pukan atas perintah ketud majelis hakim

rulang—ulang sampai pembayaran atau

1aksanakan b€

5)

Ce t 4 (08 . gjnar Grafl ka, 2005), him. 25
a perda’® Perdald dingkungan Peradilan Agama, Cet.3

ard
daHukllmA‘;n o Acar
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Karena sita eksekusi bertujuan merampas langsung harta

kekayaan tergugat untuk segera dijual secara lelang guna segera
enuhi pelaksanaan putusan sebagaimana yang ditetapkan dalam

mem
amar putusan, maka fungsi sita eksekusi sebagai upaya paksa
pelaksanaan putusan pengadilan, terjadi bila pihak tergugat tidak
putusan pengadilan secara sukarela walaupun

bersedia melaksanakan
kan teguran sebagaimana mestinya. Adapun sita eksekusi

telah diberi
ga akan jumpuh jika pi

hak tergugat bersedia

dengan sendirinya ju
adilan secara sukarela.

memenuhi semud isi putusan peng

. Sita Conservatoir
i merupakan tindakan persiapan dari pihak

permohonan kepada ketua pengadilan untuk

putusan perdata  dengan
| barang debitr yang disita guna memenuhi

demikian, dengan diletakkannya

g perarti bahwa parang itu dibekukan dan
|, Biasanya dalam P
yang disita karena debitur

. stau dijua raktek sita ini tidak
njualan barang

pelum putusan dilaksanakan, sehingga

an. Penyitaan ini hanya dapat

sudah
. bersifat tekan




terjadi berdasarkan perintah ketua pengadil

atau penggugat.ls

1) Syarat Sita Conservaloir
Adapun syarat

ayat 1 HIR yang berbunyi:

«Jika ada persangkaan yang

yang berutang selagi belum dijat
selagi putusan yang m
akan mengg

mencari @
tidak tetap maupun

baik yang
, arang ity dari penagi
(ingan ketud pen,
disita barang
n permintaan itu,
n menghadap

orang Yarg
harus diberitahukan aka
pertamd Se;.;udah

negeri yang
menguatkan gugatany?

Pasal 261 ayat M R.Bg:

« Bila ad0
diputus P" ka
retapi belv™ dapat

sita conservatoir terdapat pada p

engalahkannya
elapkan atau membawa barangnya

yang tetap dengan ma

dugaan Y& mendasar:
ranya aiay yang
dilaksanaka

debitor bertem
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an atas permintaan kreditur

asal 227

beralasan, bahwa seseorang

whkan keputusan atasnya atau

belum dapat dijalankan,

. ksud akan
h utang, maka atas surat
gadilan negeri dapat
itu untuk menjaga hak
dan kepada peminta
persidangan pengadilan

itu untuk memajukan dan

bahwa seorang debitor
telah diputus kalah
n, berusaha untuk
barang bergeraknya

barang-
kan jatuh ketangan kreditor,

berkepentingan, ketua
pat tinggal atau

dudukan pengadilan

maka @ .
. egeﬂ atav .
. ; di rempat
tidak ada ditempat

¢l

18 Lihat Pasal 227 ayat
19 Ropaun Rambe, /7% m Ac
him. 270.

engadilan negeri p
tuk mengy

ngadilan negeri
¢t kediaman debitor

au tempa

ang-barang tersebut agar
an sekaligys memberitahukan
ada suatu

ukan gugatannya serta

. sinar Grafika Offset, 2002),
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Jadi syarat dari sita conservatoir adalah harus ada dugaan
yang beralasan, pahwa seseorang yang berhutang selama belum
dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum

gelapkan atau melarikan

akan mencari akal untuk meng

dijalankan
2 Tihat dalam Pasal 720 Ry, sebagai

barangnya. Hal ini dapat k

berikut:
itie dapat memberikan kepada

unjukan isi gugatannya serta

kreditor, s€caT@ singkat
Kekhawatiran yarg nyata bahwa debitor
rgeraknya dan barang-

menunjukan adanya ke
akan menggelapkan parang—barang be

. untuk menyitd barang-barang bergerak

lebih dahulu jika ada

t tidak mempunyai pukti kuat bahwa ada

Apabila pengg!
mengasingkan barang-barangnya,

sasaran

anny? Y
enurut undang—undang.g;.22

jan M

§0 Ibid, him. 139-
1 Sudikno Merto
22 Lihat Pasal 720 RV
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2) Ciri-ciri Sita Conservatoir

Perdata di

ciri-ciri dari sita conservatoir sé

a) Sita jaminan diletakkan atas

b)

c)

d)

Abdul Manan dalam buku Penerapan Hukum Acara
Lingkungan Peradilan Agama, memaparkan tentang

bagai berikut :
harta yang disengketakan status

pemiliknya atau terhadap harta kekayaan tergugat dalam

sengketa utang piutang atau juga dalam sengketa dan tuntutan

ganti rugi.
aminan itu bisa meliputi barang yang bergerak

Obyek sita ]
rak, dapat juga dilaksanakan terhadap

pun yang tidak berge
d dan tidak berwujud.

mau

yang berwuju

sita jaminan hanya bisa pada barang-barang

Pembatasan
dalilkan berdasarkan sengketa hak milik

tertentu jika gugatan di
g tertentu atau bi
pai mencakup jumlah seluruh tagihan

Jtas barang yan sa meliputi seluruh harta

kekayaan TGTEUgat sam

cuan untuk menjamin gugatan Penggugat

pada saat nanti putusan

utusan itu dieksekusi.

pai tiba saatnya P




3) Macam-Ma

a) Sita Conservatoir atas
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cam Sita Conservatoir
barang bergerak milik debitur

Dalam sita conservatoir, barang bergerak yang disita

dibiarkan tetap ada pada tergugat atau tersita untuk

harus
serta dilarang menjual  atau

disimpan dan dijaganya
ihkannya (Pasal 197 8y at 9 HIR, 212 R.Bg). Atau
yang disita itu dapat disimpan ditempat lain,

tu atau di pengadilan, jika dianggap

mengal
barang bergerak

ya digudang terten
g layak untuk me

misaln
nyimpan, guna mencegah

ada tempat yan

rusaknya barang yan disita-

adapi debitur yang digugat oleh beberapa

Dalam mengh

kredituf, tidak bis@ dikenakan

g telah disi

sita rangkap atas barang bergerak

ita, karend pada dasamnya penyitaan ini

yan
n hak. Dalam Pasal 202 HIR

ina

) menentukan pahwa penyitaan yang telah

sal 220 R.Bg
ta itu dapat juga

(pa
sebelum barang

dilakukan

penjualan yang disi

memenuhi peberapa permohonan pelaksanaan

menyusul kemudian
debitur sudah disita oleh salah

pada debitur yang

maka bagi kreditur lain yang

seorang Kr¢
g sama, penyltaan itu secara tidak

menggug?t
sebagal jaminan pula. Kemungkinan bisa

ilik debitur yang belum




23 Lihat pasal 204

b)

ayat i HIR
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terkena sita dapat dilakukan jika barang yang telah disita

ternyata nilainya kurang, oleh karenanya dapat disita barang-

barang lainya yang belum disita (voortgezet bezlag).

rut pasal 201 HIR dan 219
utusan atau lebih diajukan sekaligus

Menu R.Bg apabila ada dua

permohonan pelaksanaan P

g debitur; maka
para kreditur lainnya dapat

ntuk ikut

hanya dibuatkan satu berita

terhadap seoran
saja. Jadi

pada ketua pengadilan u
g telah disita 3

acara penyitaan

an barang debitur yan

serta dalam pembagi

atas barang tetap milik debitur

Sita Conservatol"‘
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diatasnya serta hasil panen pada saat dilakukan penyitaan,
itu disewakan oleh pemiliknya maka hasil panen

itu menjadi milik penyewa. Sedangkan sewa yang belum

kalau barang

yang disita, termasuk disita

dibayarkan kepada pemilik barang

pula.
ita rangkap, Pasal 202 HIR dan 220 RBg

takan bahwa penyitaan yang telah dil

menya
menuhi tagihan P
ang dimintakan pelaksanaannya sesudah

Mengenai
akukan, digunakan

. oa untuk M€ ara kreditur yang dimuat dalam
juga

putugan-putusan

dijalankan pen
ilik debitur yang ada

pihak

menjamin haknya dapat melakukan

g pergerak milik debitur yang ada

disebut

al 728 Rv. Kreditur juga

jam pas
pesiog yang @ .
" akta otentik atau akta di bawah

ta atas dasar |
g yang merupakan piutang debitur; yang

hal ini jugad dibolehkan




3. Tujuan Sita Jaminan

Menurut Yahya Harahap, tujuan dari sita jaminan adalah sebagai

berikut :

a. Agar Gugatan tidak Illusoir

Tujuan utama sita jaminan adalah agar harta kekayaan tergugat:

ada orang lain melalui jual beli atau

1) Tidak dipindah kep

penghibahan

2) Tidak dibebani dengal sewa menyewd atau diagunkan kepada
pihak Ketiga®

an dan keberadaan harta

menjaga Keutul
penyelesaian perkara

berlangsung agar pada $32 tpv
. dapat diserahkan sebagaimana
dJisengke
tetap; parang ang . ‘
‘ Dengan gemikian gugatad penggugat tidak illusoir pada
mestinya-
saat putusan dilaksan
. tau beslag tujuan dari sita
. is peradllan
pari seg! ekt
jaminan adalah o
pagi penggugat untuk menjamin dan
aya
1) MeruP upay s K ytuhan dan keberadaan
. qungi kepentiﬂga““
melin pai P ytusan memperoleh kekuatan
arta kekey®" rorgE™
hukum tetaP

cit., il 285

op.

24 M. Yahya Harahap»




2)

3)

4)
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Menghindari iktikad buruk tergugat dengan berusaha

melepaskan diri memenuhi tanggung jawab perdata yang mesti ’

dipikulnya atas wanprestasi yang dilakukan.

ui perintah pengadilan, secara
a dan ditempatkan

sampai ada
atan atau pencabutan sita

kan melalui pendaftaran pada
itu sesuai Pasal 198

ketentuan

jan Pasal 215 RBO

tergugat menjual, menghibahkan atau

ah diletakkan sita atasnya
g ang tel

nemindahk?” baral .
dan kepada siapapun-

dua sisi akibat




58

telah dengan sengaja melepaskan barang yang telah

peraturan undang-undang yang berlaku.

disita menurut

Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara maksimal

4 tahun.

b. Objek eksekusi sudah pasti
rmohonan sita diajukan,

n identitas parang yang akan disita.

pada saat P penggugat harus

an dan menunjuka

menjelask
Dengan demikian sejak awal permohonan, sudah diketahui secara pasti
objek barang yang akan disita
B. Sita Jaminan Terhadap Harta Bers? a Menurut Kompilasi Hukum
Islam ( KHI)
1. PengertiaD
o arta persama ini pada dasarnya merupakan
Sita jaminan terhadap b o
ari cuami atau isteri. KHI

L et telah menenmkan bebel'apa
i Hukum [slam) dalam hal ini jug?
(Kompilas! g
mpetensi Absoluf) paru 038
(KO satunya adﬂlah dengan ditetapkannYa

kewenangan
a, salah
harta bersama suami

pengadilan dalam

lingkungan pe
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2. Ruang Lingkup
Pasal 24 ayat 2 huruf ¢ Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975
Selama perlangsungnya gugatan perceraian,

telah menentukan bahwa :
gat pengadilan dapat : (¢)

atas permohonan penggugat atau tergy
kan hal-hal yang perlu untuk menjamin t€
barang yang menjadi hak suami isteri atau parang-barang yang menjadi
atau parang-barang

stemui jugd dalam p

g sama dapat di
n 2006, yaitu : Gelama berlangsungnya

rpeliharanya barang-

menentu

yang menjadi hak isteri.””

hak Suami
asal 78 huruf ¢

Ketentuan yan

Undang-undang No. 3 Tahu
adilan dapat : (©)

atas
amin terpeliharanya barang-

gugatan perceralan,

_hal yang perlu untuk menj

suami jsteri atat barang-barang Yang

menentukan hal

ang menjadi hak jsteri. Serta

t: Selama perlangsungnya

barang yang menjadi

ggugat atau tergugat, pengadilan

perlu untuk menjamin

i lingkuP

bersama 1N
dalam Lingkungan

,,dangan

perund""g‘

KumP" 1993)£lm9918), plm. 63

iirljl;!al Abldlﬂ Ab" AI -Hikm EpAG
adilan Agama, akarta E
26 Kompilasi Hukum m s oo




27 M. Yahya Harahap:
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a. Pada Perkara Perceraian

Ada kalanya harta bersama secard keseluruhan atau sebagian

isteri pada saat dia mengajukan gugat

besar dikuasai oleh
rsama dikuasainya pi

h karena hartd be hak yang
a itu sengaja tida

harta persama,

menguasai harta bersam k menggabung gugatan
gan pembagian

perceraian den agar lebih leluasa

menguasai,
nakan pasal

seperti jtu dapat digu

pi tindakan
andasan phukum sebagai

Untuk menghada
2006, seb2g?! I

86 ayat (1) yU No. 3 Tahun
h anak, nafkah
jajukan bersama-

berikut :
] pen asaan ana
soa’ P gyami isteri dapat di
taupun sesudah putusan

gugat perceraian sebagai pokok

persama sangat erat kaitannya,

28 Roihan A. Rasyid.

N
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ian diajukan oleh isteri yang tidak

Sebaliknya bila gugat percera
gan pembagian harta be
a, maka suami sebagai

rsama oleh karena

mau menggabungkan den
harta bersama dalam penguasaanny pihak

. .29
a melalui upaya gugat rekonvenst

tergugat dapat mengatasiny

b. Pada Perkara Pembagian Harta Bersama

diterapkan

suami mengajukan gu

pembagian harta bersama,

mengajukan gugatan re Lk b b
un 158
selanjutnya gugatan dikabulk®? mal® rsam
cdata tentand harta bersamé-

merepo

\_—’/

Loc. Cit

2
9 M.Yahya Harahap,
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yang merugikan dan membcsigayakan harta bersama seperti judi,

mabuk, boros dan sebagainya

pemilikan Harta

3. ;
Akibat Hukum Bagi Status Ke
ab-bab terdahulu, bahwa

g telah ditegaskan pada b sita
a merupakan pagian dari

jaminan maupun aki

Seperti yan
jaminan terhadap harta bersam sita jaminan, maka

yang berlaku pada sita

patnya akan

segala ketentuan
arta bersama. Adapun akibat

berlaku pula pada sita jaminan terhadap h

hukum dari diletakkannya Sit2 jami

nan terhadap hartd persama ini adalah

sebagai berikut :
atau membebani dengan

parang atal harta

Larangan ini diberlakukﬂﬂ

sesuatu hak terhada
rakkan sit8 atasny?-

g telah dile

uman

bersama yan

mulai tanggal pen
rwenang untuk itu. .
g be . pembeliny? tidak

terhadap

instansi yan

b. Tindakan jual beli

mendapat perlindunga® huk
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amin pembayaran

pihak ketiga untuk menj

beslag) yang diminta

utang suami-isteri kepadanya-.
aminan tersebut tetap berlaku,

tidak bolehan sita j

2) Larangan atau ke
n hutang yang terja

pun untuk menjami
Jetakkan.

adanya peletakan S
mereka, hanya hak

meski di sebelum sita atas

harta bersaméa di
ta atas harta bersama tidak

i

Dengan demikian,
guna atas barang-

jkan atas harta
aupun tidak

mengubah kepemil

k benda wujud

dak wujud, pergerak m

pengadilan. Mereka hanya

barang bai maupun ti
dari harta bersama itu
diperbolehkan menggun .

i endesak lainnya,

hanya untuk kepentinga™ kel
parangb




peletakan sita harta bersama

nan (Derden Verzet) atas

mengajukan perlawa
an yang bisa dipakai me

tersebut. Adapun satu-satunya alas njadi dasar

milik”, artinya baik seluruh atau sebagian harta

perlawanan adalah “hak
yang disita dalam sita harta bersama ifu adalah milik pelawan, bukan harta

hak milik maka dikaitkan dengan

5 dan pasal 36 UU No. 1

bersama suami-isteri-
Dengan dasar perlawanan adalah

kawinan yang di
rsama ini dapat

konsep harta per
Tahun 1974, maka perlawanan terhadap sita harta be
berbentuk sebagai berikut -
a. Partai verzet atau perlawana? g bersifat parta Y215 diajukan ol
suami atau isteri Jengan alas?™ ; s oinan i
1) Barang yans gisita U< e e ™ pd an pasal 36
merupakan milik pnbadl sesudi ang ditegaskan ngan P
ayat U Sl " quk rekor nsi dalam perkara
2) Perlawanal diajukal e benbﬂa sita b persama itV kan
percerf:llfm tau gugat - pasar keborosa atau tindakan
berdasarkan perka® o ” yang ! o digariska” da
yang tida baik [ainny e Uﬂlls ” perd dan pasal 95
otentuan yang ada pad Pﬂsal
KHI. diajuka hak ketig? %8
¢ ataV Pe"awanan "

b. Derden ver

alasan -
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ian harta yang disita adalah miliknya bukan

1) Seluruh atau scbag
isteri yang bersangkutan.

harta bersama suami-
letakkan atasnya keliru

2) Oleh karena itu, sita harta bersama yang di

dan tidak sah, dengan demikian harus diangkat.
perlawanan yang dianggap memenuhi syarat harus

pengadilan Negeri, yang lazim disebut

berupa gugatan perdata kepada

gugatan perlawanan- Berarti perlawanan atas penyitaan Yang tidak

berbentuk gugatan perlawanan dianggaP tidak memenuhi syarat formil
embatalkan perkawinan-

sebagai upaya hukum m




BAB IV

SITA JAMINAN TERHADAP HARTA BERSAMA

Harta Bersama

minan Terhadap
n terhadap harta

A, .
Aspek Keadilan dalam Sita Ja
bahwa sita jamina

h tersebut diatas,

gan sita marital

amin

Seperti yang tela
pertujuan untuk menj

\
ang lebih dikenal den

|
| bersama atau y
ara itu mendapat

agar harta bersama tetap utuh dan terpelinard; sampai perk

putusan yan berkekuatan hukum tetap -

ada kemungkinan suami/ istT1
hingg?a hak m

k : i
epentingannya sendiri, S€

tetap terjamin.
:n agar tujuan

Di Indonesia, untuk
ok istilaP sita ™M

harta bersama itu dapat terwu,illd’
an lagh Mahkamah Agun

pandangan dan

marital (maritale

kontroversi denga"

menetapkan bahw? hak
dalam rumah tangg? yaitt 3
h tang®

istri sebagi bV ruma

hukum.
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dalam istilah sita marital, karena sita

Adapun kontroversi yang terdapat

marita )
| mengandung konotas! yang menempatkan istri dibawah kekuasaan

suami . .
mi dalam perkawinan, Yang dikenal dengan lembaga maritale macht
S .
ebagaimana yang rerkandung dalam pasal 105 dan 106 KUHPerdata sebagai
berikut :
Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri :
1. memberi bantuan kepada istri dalam menghadap dimuka pengadi]an, dan
2. mengemudikan harta miliK pribadi isteri
3. Setiap isteri harus tunduk patuh kepada suami (106 KUHPerdata)
Dalam hal ini suami boleh menjual 12 bersama tersebut tanPa campur
tangan pihak istri.”
Menurut pasal 79 KHI menyebutka™ bahw?
:ctri mah tangeé
a. Suami adalah kepald celuarga 21 istri b ™ ”
hak kedudukan
b. Hak dan kedudukfm iste]‘i adaiah selmbang d ngaﬂ
an hidu persama dalam
masyarakat.
ku tuk mengaju perbuatan huku
c. Masing-masing pih k berh2 um 1nd nesia istil sita marital
u
) [ siste™ h
Jadi dalar® g il pagdi sita J inan terhadap
‘o dlSe t s€ g
RS KUHPerdata) o gi sita P persama 4 yang
. men@
n
harta bersama 32" r 97 jukan ang SEta" antara suam! dan
u
di orlihatka” ked"
imaksudkan untuk M mp ”
adilan Agame:
\_// Perdﬂfﬂ Di ngkﬂng i
2 ard
lé\ebd"‘ Manan, PenerdP®” Huk#™ 2 1099) pim. 4%
Sencana, 2005), him- 101. . DEP AG Rl
(Jaksal‘“"3 65.

¥ faomp ilasi Hulum 15187 2 plm
. Yahya Harahap op. Cit» hl




pa yang telah

istri d cchi
alam kehidupan rumah tangga- Hal ini sesuai dengan a
psi oleh Kompilasi Hukum

diteta

pkan dalam UU perkawinan dan telah diado
Islam

. karena kalau penggunaan istilah sita marital tetap dipertahankan

salah pengertian, terutama karena sita marital

dikhawatirkan akan terjadi
emang dikhususka

n terhadap ha

n untuk istri.

dalam KUHPerdata m
rta bersama dibuat untuk

Sebenarnya sita jamina
g dilakukan oleh

ang tidak pertanggungé jawab yan

nsi dari

menghindari tindakan ¥
mengancam eksiste

pihak suami/istri
n dalam hal ini

tentu keadila
dipindah tangankan

keberadaan harta persama 1
pai dlgelap

dipertaruhkan jika hart@ persama Sa™

ataupun dikuasai sepenuhny?d ol
an terhadaP

Masalah sita jamin

segi relevansi dan urgensinya saja

dalam sistem hukum nasiond
Pemerintah No. 9
agar meletakkan

melaksanakan Sit2 atas hart?
hﬂrta ber

tujuan dari sita jam!




melindungi eksi

bersama adalah milik bersama sua

masing setelah perce

nan terhadap harta

dan kesejahteraan masing-

Aspek kead
terlihat sang
harta bersama. Dalam
mengajukan sita ja

bahkan tidak be

sita jaminan alas
cerai, apabila 59 a

membahayakan
sebagainya i

2e.

cit. b ngr

5

Kool .

¢ Kompilasi Hukur sslam OP- = kiab

PaI:' Subekti, R. Tjitrosudiblo, Kitd
amita, 2004), him- 4+

at jelas dalam penera

rniat mengajukarl

m

ilan dari sita jami
pan sita atas perbu

minan terhadap

stensi keutuhan harta bersa
yang diperuntukka

i istri

penerapafl sita
harta pbersama

gugat cerai. Dalam KHI pasa

ini suami/ istri

aSﬂl 1869 s€

69

ma secara keseluruhan. Sebab harta

n untuk keperluan

rajan terjadi.

bersama ini juga
atan yang membahayakan

diperbolehkan

ketika mereka belum atau

195 disebutkan

] 24 ayat (2) huruf ¢
pasal 136 ayat (2);
untuk meletakkan
ermohonan gugatan
an yang merugikan dan
judi. mabuk, poros dan

pagai perikut :

iufan tuntutan

jo memajuke
. akan tetapi dalam

tak baik telah
karena itu

kepada pahaya

cara Y8 paik dalam
oan guna harta

an
ndir’, jamina .
sendi” - grut k™ menjadi
6




yang lebih tinggi dimuka

yang masih berpegang terhadap kedudukan suami
adikan pasal yang ada dalam KUHPerdata

hukum atas istri, sehingga menj
pada kasus suami/istri yang telah

berarti ketika diterapkan
embahayakan harta bersama.
adap harta persama disi

tersebut kurang

melakukan perbuatan yang m
apkan sebagai

Untuk itulah sita jaminan terh

payung hukum bagi par
perceraian, masalah pembagial harta bersama dan pada perbuatan yang
bersama Dari U s dapat diketahui

ada dalam Sita j

raian tersebut diata:

membahayakan harta
arta bersama

keadilan yang

aminan terhadap h

bahwa aspek
adalah :
KUHPerdata telah diganti menjadi sita

ta marital yané ada dala™
rkawinan dan

persama (UU Pe

1. Istilah si
kedudukan suami istri

perjalanan perkawiﬂ s seperti judi,
w [
nyebabkan hilenEny?

yan m«=:mbahayakan . Cn
g apabild dibiarka” dap?
i an hiduP rumah tangga mereka.
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dapat mengajukan sita, dengan berdasar pada pasal 31 ayat 1 UU No. 1

0. 9 Tahun 1975 yang telah
ajukan sita harta bersama sel

secara tegas memberi

Tahun 1974 dan PP N
ama proses

hak kepada suami atau istri meng

alan, untuk menjamin terpeliharanya barang-barang

perkara perceraian berj

itu.

B. Aspek Keadilan dalam pembagia

Kasus pen

Sidoarjo dapat menjadi ©©

7 Untuk | , .
menangani ' nasalah ini agar tidak berwjung

masing pihak yans tengal

pada kelcerasa? . Peﬂi“d am' pila bis2 dilaku:
‘ .
Pembagian harta be” 2 an suami—isti itu berceral dan
asang
telah P .
hidup®” ¥ rsebut diata
dapat menentram ke oh
i con

tidak perfu ada kejadian keke

2008

\/ per
dowﬂload 20 0K

line.com»
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Umumnya pada kasus pembagian harta bersama, harta bersama dibagi
dua :
sama rata diantara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal
atakan bahwa,

« Setelah bubarmya persatuan maka harta be
dua antara suami dan istri, atau antara para
] ] dulikgn soal

128 KUHPerdata yang meny
nda persatuan dibagi

ahli waris mereka
dari pihak yang

ing berhak seperdua

masing—masx g

Pasal 97 KHI menyatakan -
kan lain dalam perjarjian

j hidup

“Janda atav duda cerd@ v .
dariharta bersama 56 ang tidak ditenty
kaw in »9

harta perolehan otomatis tetap menjadi milik

tidak menimbulkan getidakadila”

agian

ketika dalam pemP
jalui jalvf
iadi perselisihan

a adalah meé

penyelesaianny
| sebagai P

dalam pasal 88 KH

suami istri tentang
w10
paru bis3 dilakukan setelah

Kompilasi Fukum
bid, him. 47.

A
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mbagian harta dalam berkas tuntutan

di
isebutkan dalam permintaan pe

(petitum).
rta bersama didasarkan pada kondisi

Ketentuan tentang pembagian ha

kawinan, sebagal perikut :

a
yang yang menyertai hubungan per

1. Cerai i
i Mati
rpisahan hubungan

Cerai mati bi
Inya cuami/istri- Pembagian harta bersama

suami istri karend meningga

untuk ka

KHI pasal 96 ayat 1

harta bersama menjadi hak pas

Status kematian salah georang pih
mbagial ha

harus 2d2 ketentu?
ol ini diat’

a bersam?

penentuan tentang pe
n tentan

keduanya hilang
hukum melalui

2, “Pembagion hartd

suaminya hilané hart

yang hakiki alé

agaman'lz

2. Cerai hidup
- qrd 1P
1 samd diatur be

diantara m¢€

hukumny2 masif

Cit.

[slam Loc:

Ibid
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! y j

me
nurut hukummnyd masing—masing

Yang dimaksud hu
inya. Bagi umat Islam ketentuan

m adat dan sebagin

hukum agama, huku
gkan penganut agama

pembagian harta
ur dalam KUHPerdata.

gian harta persama dalam kategori cerai hidup
| 97 yang diny
perhak seperdud

lainnya diat

Adapun pemba
atakan sebagai

untuk umat islam

kan lain dalam perjanjian

tidak ditenti
i hidup jika tidak ada perjanjian

berikut, “Janda atau duda

epanjaﬂg
dalam Kasus e

perkawl'nanu. Artinya,
nya perdas ada ketentual dalam

asing perhak mend?

dari harta persama S

perkawinarn, penyelesain

diatas, yaitu masing-™

Bagi penganut

harta bersama didasarkaﬂ

sebagai perikut *
a suami dan 18170

persatuan dibagi dud anta”
dak mempeduh

mereka masing-mﬂsmg’

97.

Loc. C#

sudibioy
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R. Subekti, R. Tjitr®

.



Jika dicermati, pada dasarnya dua sumber tersebut baik KHI

jika terjadi perceraian harta

Perdata sama-sama mengatur
an 50:50. Pembagian

maupun KUH

b . N .
ersama dibagi dua, masing-masing mendapat bagi

a ini dapat diajukan be

h

arta bersam rsamaan dengan gugatan cerai, tidak
ahulu putusan cerai dari pengadilan.
turan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

1 Tahun 1974 tentanl

harus menunggu terlebih d
pelaksanaan

Pera
g Perkawinan pasal 24 ayat 2

Undang-Undang NO-
atas

menyebutkan pahwa selama

permohonan penggugat dan tergugab jlan dapat menentukan

arus ditanggune oleh suami- Di samping it pengadilan juga
tu jamin pemeliharaan dan

al-hal yang pe
erlu untuk menjamin

nafkah yang h

dapat menentukan h

pendidikan
. " |-hal yang perlu

pemeliharaan dan pendid:kaﬂ an

amin terpf:liharaﬂ)’a b

suami istri atau parang-bar2"8 y

ot dalam KH! pasal 136 >
ari suami/ist

untuk menj

sama diperku
Bagaimand jika
. persam?
jawab dalam mcmarlfﬁl"ﬂ‘a art?
ijan untk

dari mereka dapat me

harta bersamas 47
58 at1 s€
tertuang dala™ KHIP 9 , pasdl is :"
ang
rﬂe”%’wi o Tahv"

Cit-
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Kompilasi Hukum slam, #%~
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suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk
atas harta bersama tanpa adanya

meletakkan Sita jaminan
permohonan gugatan cerdi, apabila salah satu melakukan
merugika akan harta bersama

perbuatan yarg
seperti judy, mabuk, boros dan

Ayat 2 lebih lanjut mengatur, bahwa:

a sita dapat dilakukan niualan atas harta

an keluar84 dengan izin pengadilan

«Selama mMAas _
uk keperting

bersama unit
agama’’

ang kedua kalinya

i. Namun
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Berdasarkan ketentuan diatas pada perkawinan poligami, jika ada
anak atau keturunan lainnya maka istri yang paru karena kebersamaan
yang lebih besar,

akan mendapatkan bagian
g terkecil dari bagi
put tidak lebih besar dari

harta kekayaan bersamé
bihi bagian yan

meskipun tidak mele an anak. Apabile

anak, pcmbagiannya

didasarkan pada kete”

antara suami-istri yan

Dalam persoalan h

tersebut sert

memikirkan harta _
. . perkﬂwmano
o yang 99 . iran apabila

harta mil
meni

pasangan yang

ternyata dikemudia”

16
20Happy Susanto » P
08 ), Cet. 2, him- 43.
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siapa
pa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi
¢ dan siapa Yang ternyata mampu

t
erhadap harta bersama lebih besa

membiayai hidup sendiri.
asus tersebut adalah saat kasus perceraian Dewi

Contoh dari k
ah menjadi ulasan publik.

Hughes dengan
eh pengadilan

Pada kasus tersebut guga
atan. Pengadil n bahwa pembagian harta

S kctetapan

an menetapka
itu Hughes naik panding karend
q adalah

inya sebenarny

Agama Jakarta Sel
p 50 : 50. a1
g dianggaP ™

bersama adala
suam

ya harta Yam antan

diri. Selai

menurutn

milik Hughes se!

merasa telah pekerja Jebi

manajer Hughes beberd

berlaku manajer perhak

kliennya.

formalnya S¥%
4 tange? 56

berperan sebagai ibu
ah mer
rti terse
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dilakuk ;
akukannya. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan pahwa jika salah
pihak yang lain tidak bisa menghasilkan

satu pihak tidak menghasilkan,

g lainnya. Bukankah $

uami/istri menikah juga dengan

tanpa bantuan yan
rtinya, meskipun salah satu dari mereka

untuk kerja sama? A
rmal, ada pekerj

kemauan

tidak bekerja secara fo
ah tangga Kecuali apabila yang dituduh

tidak pertanggune jawab, baik

dianggap membantu grusan rum

g sama sekali
rumah

tidak bekerja itu meman
ubungan dengan

pun pekerjaaﬂ yang berh

pekerjaan formal mau
penjudi atau hal

tangga. Bahkan ketika salah georan

lain yang merugikan keutuhan h
Perkawinan,
yaitu masing-masing ™

keadilannya-
(asd ketidakadi

sebagai berikut -

a. Ketidakadilan

kepala Kkeluargd an
p leh perkawm
- osisika” ;stri hany2
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yang menjadikan alasan ini untuk menarik

Banyak dari pihak suami
a menanggap pahwa pekerjaan ini

pekerjaan domestik karen
tri saja. padahal peke

diri dari
khusus hanya untuk is rjaan rumah tangga adalah
dapat dibagi atau dipertukarkan secara

tanggung jawab bersama yang

bergantian. 17
lah memberikan solusi

Jam hal pembagi

mbagian h

Islam da an hart2 persama te

terhadap pentingny2 pe

mendzalimi orang lain. Dalam

sebagai berikut :
Lo g ok G1!
9 Al ; uej—-—‘l’ o
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seorang Jaki-laki an S b
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. mcngcrtl

t di il dan
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ilan. Dasar dari solusi musyawarah

k . . .
akan efektif jika diselesaikan di Pengad

rat Al-Baqarah ayat 233, yaitu :

tertuang dalam Al-Qur’an Su

c”
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diantara kedua belah pihak terutama dalam persoalan harta bersama karena

apabila diselesaikan di pengadilan maka ketentuannya seperti yang telah
tersebut diatas adalah masing-masing mendapat bagian separuh dari harta

bersama.'®

Dengan demikian, penyelesaian pembagian harta bersama

sebenarnya bisa ditempuh dengan jalan musyawarah. Dengan muyawarah
ini diperbolehkan menyepakati persentase bagian dari harta bersama tidak

seperti yang telah ditetapkan dalam KUHPerdata maupun KHI. Solusi ini

ika tidak ada yang merasa dirugikan atau telah dicurangi dengan

berlaku j
dung unsur penipuan antara satu pihak dengan

kata lain tidak mengan

pihak yang lain.

op. it him- 72-74.

'8 Happy Susan'c




A. Kesimpulan
Aspek Keadilan dalam Sita Jamina

n Terhadap Harta Bersama

yaitu :

a. Perubahan istilah dalam hukum nasional tentang sita marital menjadi
sita jaminarl terhadap harta bersama adalah sebagai langkah awal
penyetaraan kedudukan isteri dimuka hukum. Karena kata marital
yang dulu dipakai mengandung konotasi yang menempatkan istri
ami dalam perkawinan, yang dikenal dengan

dibawah kekuasaan Su
erubahan tersebut maka

lembaga Maritale Macht. Dan dengan p
at mengajukan penyitaan terhadap harta

dengan sendirinya suami dap

trinya berbuat tidak benar terhada

bersama, apabila is p harta bersama

atau bahkan telah menguasai harta bersama secara sepihak.

harta bersama adalah untuk

b. Tujuan dari sita jaminan terhadap
rta bersama tetap utuh dan terpelihara, sampai

menjamin agar ha
uatan hukum tetap- Tujuan

pat putusan yang berkek

perkara it menda
keadilan bagi para pih

akan jaminan akan ak atas

tersebut merup
tidak ada kemungkin

arta bersama, agar an suami/ istri

keadaan h
ma mereka untuk ke

pkan harta bersa
g-masing pihak atas

pentingannya sendiri,
menggela
rjamin

a hak masin

harta bersama tetap t€

sehingg

ada saatnya dibagi-

sampai P
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bosan baru bagi keadilan di bidang

c. Pasal 95 KHI merupakan tero

erupakan pelengkap pasal 18
stri dapat mengajukan permintaan si

6 KUHPerdata yang

hukum dan m
ta atas

memberi peluang suami/i

ama secara berdiri sendiri, tanpa tergantung pada perkara.

harta bers
intaan atas sita jaminan terhadap harta bersama

Dengan demikian perm
sor kepada gugat cerai ataupun

tidak mutlak lagi persifat ase

arta bersama..

pembagian h
melihat siapa yang bekerja

Ukuran ini tidak formal dan yang

eskipun salah satu tid tapi ada

ak bekerja secara formal te

tidak. Artinya m
rusan rumah tangga. Jadi

aan lain yang dianggap dapat membantu U

pihak bekerjas

peker]
ama dan dapat bergantian pekerjaan,

masing-masing
sama layak dibagi sama rata.

sehingga harta ber
menilai tidak adil kare

Sedangkan yang
ih keras daripada pasangannya dalam menghasil

ereka mengkritik keti

na mereka merasa telah

kan harta

bekerja leb
dakadilan yang terdapat dalam

dalam hal ini m

KUHPerdata dan KHI

Dan akhirnya untuk mengetahui tentang keadilan dari pembagian

pihak-pihak yang

adalah kembali kepada

harta bersama tersebut
ak dapat menyelesaikan dengan

perperkara- Apabila masing-masing pih
atau setidaknya saling

:adi kekerasan, penindasan

pembagian

masing-masing, karena penyelesaian dari

ata bergantung pada pengadilan.
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[slam dalam hal ini juga telah menawarkan solusi lain yaitu

musyawarah. Dengan musyawarah tersebut jika dilandasi dengan tujuan

baik tentu akan menghasilkan perdamaian yang akan menghasilkan

anatara masing-masing pih
-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 233. dan tentang isi
juga diserahkan pada kedua belah
ataupun tindakan yang

kesepakatan ak scbagaimana yang telah

digambarkan dalam Al
kesepakatan pembagian harta bersama

pihak asalkan tidak mengandung unsur penipuan

tidak bertanggung jawab lainnya.

B. Saran-Saran

Sebelum melangsungkan perkawinan, hendaknya calon pasangan suami
istri mempcrtimbangkan untuk mengadakan perjanjian perkawinan. Dengan
gan suami istri

rkawinan, kehidupan rumah tangga pasan

adanya perjanjian pé
ebih aman dan tentram. Sebab, tidak perlu dikhawatirkan akan

salah satu pihak untuk memono

akan |

terjadinya kecenderungan

poli atau menguasai

kawinan mereka. Mereka juga akan mudah

enda dalam hubungan per
memisahkan mana yang merupakan harta bersama
ilik pribadi masing-masing pasangan-

ndaknya hakim lebih hati-hati dalam menel
arta bersama dimonopoli oleh salah satu pi
at bersikap tegas kepada pihak yang beri’tikad

harta b
dan mana yang benar-benar

menjadi hak m
iti kasus harta bersama,

He
hak. Selain itu
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C. Kata Penutup

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas Ridha-Nya

maka Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga ada
manfaatnya baik untuk diri penulis maupun pembaca pada umumnya.
rdapat kekurangan dan kekhilafan,

dah hati penulis mohon saran dan kritiknya semoga akan

Apabila dalam penulisan skripsi ini te

maka dengan rasa ren

menjadikan kebaikan dan kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih.

Sabur Faletehan
01264023
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sabur Faletehan
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 20 Maret 1982
Agama . Islam
Jenis kelamin . Laki-laki
Status . Belum Nikah
Alamat . Pasir Kidul Rt. 02/ 03 purwokerto Barat
Orang tua . Ayah Mahmud Abdillah
bu : Siti Mustihah

pendidikan

52 Pasir Kidul, lulus tahun 1988

1. TK Diponegoro

2. Ml Al-Ittihad Pasir Kidul, lulus tahun 1994
julus tahun 1997

3. SLTPN 4 purwokerto,

SMUN 5 Purwokerto, {ulus tahun 2000

4.
lulus teori tahun 2005

5. STAIN PurWokerto,

Pengalaman Ol'ga“is"‘s’i :

kretaris Rayon Syari’ah tahun 2002

o PMII sebagal €

. HMJ Syari’ah tahun 2002
004

o BAKOHUMAS sebagai anggota tahun 2

Demikian daftar riwayat hidup ini, say2 buat dengan sebenar-benamya..



